< DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

0 $ Cukai

KALBAGTIM

LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur




4

BEA CUKAI

Madkia Bk

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah D]BC Kalimantan Bagian Timur



LAPORAN KINERIA
KATA PENGANTAR

capan rasa syukur man kita panjatkan kehadirat Tuhan alas segala rahmat dan kasih sayang-
U Mya sehingoa kita telah melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019, Laporan Kineria
(LK} Kantar Wilayah DJBC Kalimantan Bagiam Timur Tahwn 2019 adalah wujud laporan
partanggungjewaban alas kinerja pencapaian ujusn dan sasaran sirategis inslansi sebaga:
palaksanaan Perafuran Presidan BRI Mo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinena Inslansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RE Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Peryusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kmerja dan Rewview Atas Laporan Kinerja. LKy merupakan
cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Witayan DJBC Habmantan
Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Siralegis yang lercermin dalam capaian KU
Kemenkew- Two serla merupakan realrsasi dan Rencana Kerja Tahunan {RKT) Tahun Anggaran 2013
yang mengacy kepada Rencana Stralegis (Renstra) DJBC Tahwn 2015-2019. Laporan ind disampaikan
secara  sislematis agar dapal memberikan gambaran yang j@las, obgektif, dan  dapat
diperfanggungjawabkan kepada pimpinan alas keberhasilan dan inovasi vang talab dicapa maupun
tantangan dan hambatan vang dikadaps selama Tahun Anggaran 2010,

Selaku pimpinan Kanlor Witayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, kami mengucapkan ferima
kasih kepada saluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur alas keberhasilan yang
telah dscapar yang lercermin dalam Milal Kinerja Organisas: sera kepada pihak lain baik inlamal
maupun ekslemal serla secare langsung maupun tidek langsung ikutl serla membaniu dalam
pelaksanaan lugas dan fungsi kepabeanan dan cukai Meskipun demikiam, masih lerdapst beberapa
hal yang parlu ditingkatkan guna maraib hasil yang ebih bask dr panode mendatang diantaranya melaio
upaya ponataan organisasi, panguatan SOM, penyempurnaan proses bisnis, perngkalan pangawasan
dan pelayanan, penguatan koordinasi, pelaksanaan inovas:, maupun melalu peryamparnaan indikatar
kinera sacara lerus menerus dan pelaksznaan pengendalian inlernal yang memadar.

Akhir kata, LKj Kamar Wilayah DUBC Kalimantan Bagan Timor fahun 2019 imi disampaikan
sabagai shunlabilitas pelaksanaan mandat, lugas, dan ungs kepabearan dan cukai yang telah
dilakukan Mharapkan LK ini bermaniaal sebagai wuojud paranggungiawaban secara inermal uniuk
memperkaye bshan peremusan kebyjakan mawpun bahan LK) unit yang lebih tinggi sera
pertanggungjawaban secara oksternal salaku instansi publik,

Balkpapan, 2% Januan 2020
Kepala Kanor,

_’;'/7

Rusman Hadi

Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur
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RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur Tahun 2019

Laporan Kinerga (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun
Amggaran 2019 adalah cerminan peranggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis
yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerfa Utama (IKU) HKemenkeu-Two Kantor
Wilayah DJBEC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019, Selain itu, LKj Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019 ini juga disusun dengan tujuan secara intemnal
memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam perumusan kebijakan serta secara
eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai instansi publik.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Keuangan Momor 30/KME.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen
Keuangan maka dimulai juga Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
berbasis Balanced Scorecard (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan
Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KME.01/2010 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan dan telah diganti dengan
Keputusan Menten Keuangan Momor 467/KME.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di
Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level
Kementerian Keuangan {level Kemenkeu-Wide, kemudian diturunkan {cascade) kepada level
eselon L1, 11, IV dan pelaksana (Kemenkeu-One sampai dengan Kemenkeu-Five). Sebagai
bagian dar Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga
telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard tingkat eselon |l
(Kemenkeu-Twa).

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
dalam memfasilitasi perdagangan dan industr, melindungi perbatasan dan masyarakat
Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara
di sektor kepabeanan dan cukai, serfta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa
kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur menetapkan Visi dan Misi dalam pencapaian fujuan dan sasaran tersebut. Visi
dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa Sasaran Strategis (55), serta diukur
pencapaian kinerjanya melalui IKU serta mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai
dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).

Terhadap S5 yang telah ditetapkan dilakukan pemetaan ke dalam suatu Peta Strategi
yang merupakan kerangka hubungan sebab akibat atas S5 yang satu dengan S5 yang lain
yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Selain itu, Peta Strategi

juga bermanfaat sebagai alat komunikasi strategi secara visual dan pimpinan kepada semua

Vi
Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur ‘
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jajaran. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2019
adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:
Gambar 1.0 Peta Strategi

VISI
Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia

hepabaanan
cukai yang
optimal

Analisis Peminghkatan

9
pErumL L bkt Pengendaliam
kebijakan PN mutu yang

g aplimal kapabaanan aptimal
dam cukal

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah
ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (S3) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja
Utama (IKU) yvang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayanh DJBC
Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2019. Sasaran
Strategis dan IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 sebagai
berikut:

vu)
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
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Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan KU

Sasaran Program/

Indikator Kinerja

T
8
9

Keglatan

Kelancaran arus barang
dan pemberian fasilitas
kepabeanan dan cukai

yang efektif

§

Penegakan hukum yang

Penerimaan negara di
sektor kepabeanan dan
cukai yang optimal
Kepuasan pengguna
layanan yang tinggi

Kepatuhan pengguna
layanan yang tinggi atas
peraturan kepabeanan
dan cukai
Analisis perumusan

kebijakan yang optimal

§

Komunikasi dan edukasi
yang efektif
Peningkatan efekfivitas

pengawasan
kepabeanan dan cukai

g

Pengendalian mutu yang
optimal

:

g

Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur

Waktu penyelesaian proses
kepabeanan
Persentase implementasi inisiatif
peningkatan devisa hasil ekspor

Persentase hasil penyidikan yang

telah dinyatakan lengkap cleh
kejaksaan (P21)

Persentase keberhasilan
pengawasan peredaran Barang
Kena Cukai ilegal

Persentase realisasi
penerimaan bea dan cukai

Indeks kepuasan pengguna jasa

Persentase kepatuhan importir

Persentase piutang bea dan
cukai yang diselesaikan

Indeks penyelesaian kajian di
bidang kepabeanan dan cukai

Indeks efektivitas komunikasi dan
edukasi

Persentase tindak lanjut temuan

pelanggaran kepabeanan dan cukai

Persentase efektivitas patroli laut

Rata-rata persentase tingkat
efekiivitas monitoring dan
pengawasan kepatuhan internal
Persentase tindak lanjut
rekomendasi hasil audit Aparat
Pengawas Fungsional

Persentase efekiivitas implementasi

manajemen risiko

1,25 hari

5%

100%

425
{skala 5)

80%

90,3%

3
(skala 4)

85
(skala 100}

92%

T0%

86%

6%

‘ Vil
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Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur pada tahun 2019 dapat dicapai dengan baik untuk sebagian besar target pada Indikator
Kinerja yang telah ditentukan dalam kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur tahun 2019. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah
DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2 Capaian IKU Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Indikator Kinerja Utama 2019
Nama Realisasl

Waktu penyelesaian proses kepabeanan
Persentase implementasi inisiatif peningkatan

devizsa hasil ekspor .
Persentase hasil penyidikan yang telah
dinyatakan lengkap cleh kejaksaan (P21) i
Persentase keberhasilan pengawasan 75%
peredaran Barang Kena Cukai ilegal
Persentase realisasi
penerimaan bea dan cukai*) [ SRR
Indeks kepuasan pengguna jasa 4,2
(skala 3)
Persentase kepatuhan importir 80% -
Persentase piutang bea dan 90 3%
cukai yang diselesaikan ,
Indeks penyelesaian kajian di 3
bidang kepabeanan dan cukai [nhlh 4)
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi {skala 100) -

Kanwil DJIBC Kalimantan Bagian Timur
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Indikator Kinerja Utama 2019

Nama Target Realisasl|

Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran
kepabeanan dan cukai

Persentase efektivitas patroli laut

Rata-rata persentase tingkat
efektivitas monitoring dan
pengawasan kepatuhan internal
Persentase tindak lanjut
rekomendasi hasil audit Aparat
Pengawas Fungsional
Persentase efektivitas implementasi
manajemen risiko

Persentase peningkatan kompetensi pegawai

Persentase efektivitas Dialog Kinerja
Organisasi

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

*) Sesuai target APBNJAPBM-P

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2019
Meskipun secara umum farget kinera IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC

Kalimantan Bagian Timur pada tahun 20189 dapat tercapai dengan baik sesuai dalam

perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019, dalam

proses pencapaiannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala antara lain:

1. Penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur masih bersifat insidental, bukan berasal dari kegiatan yang
merupakan impor rutin sehingga mempengaruhi kualitas prediksi pencapaian penerimaan
serta secara konservatif berpotensi mengurangi penerimaan Bea Masuk atas impor
barang tersebut;

2. Wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrk yang
mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL yang masih berskala kecil
sehingga potensi penerimaan cukai masih kurang di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur;

3. Penerusan keberatan dari KPPBC ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
telah memenuhi ketentuan prosedur yang berlaku, namun masih terdapat beberapa
berkas pengajuan keberatan yang belum lengkap;

Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur




LAPORAN KINERJA

4. Luasnya wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim dibandingkan dengan
jumlah SOM dan sarana prasarana yang ada;
5. Banyaknya pelabuhan tradisional / pelabuhan tidak resmi;
6. Pelabuhan resmi yang ada tidak steril dikarenakan:
+ Bercampurnya terminal kedatangan Intemasional dan Domestik;
+ Banyaknya pedagang/buruh informal yang berjualan/alu lalang;
+ Masih terdapat instansi lain diluar CIQ.

7. Magih terbatasnya sarana dan operator patroli darat dan laut serta dukungan komunikasi
yang ada.

8. Belum adanya aturan pabean yang baku terkail pengawasan pengangkutan barang
sirategisftertentu (hasil tambang, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil pertanian) di
dalam Daerah Pabean (antar pulau) yang memungkinkan diselundupkan ke luar negeri
tanpa dilindungi dokumen yang sah mengingat:

+ Belum adanya mekanisme pengawasan pabean yang baku atas pengangkutan barang
strategis di dalam Daerah Pabean;

+ Belum adanya kewajiban dan sanksi terkait penyampaian laporan kepada instansi
DJBC atas pengangkutan barang strategisftertentu dalam Daerah Pabean dar pihak-
pihak terkait.

9. Keterbatasan pemahaman atau perbedaan interpretasi hukum aparat penegak hukum dan
sistem peradilan terhadap ketentuan pabean dan cukai.

10. Keterbatasan dana DIPA dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
Dalam upaya menanggulangi kendala-kendala tersebut, unit pengawasan di Kanwil

DJBC Kalbagtim melakukan hal-hal sebagai berikut:

Penentuan target berdasarkan analisa;

Pergerakan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh;
Memanfaatkan DOKPPN secara efisien;

Memanfaatkan hubungan'koordinasi dengan aparat penegak hukum lain;

L % %%

Menjalin hubungan secara intens dengan KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC
Kalbagtim;

v Melakukan kerjasama informasi dengan kanwil lain baik di internal DJBC maupun
Kementerian Keuangan,

v Pergerakan pengawasan dilakukan dengan targetting.

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar pada
tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi sebagai
berikut:

:su)
Kanwil DJIBC Kalimantan Bagian Timur
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1. Me nakan monitoring, bimbingan, analisis penenmaan, dan koordinasi upaya-upaya
terkait optimalisasi penenmaan.

2. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kalimantan Timur dan Utara wntuk melaksanakan Joini Analysis dalam rangka
optimalisasi penerimaan negara.

3. Mengadakan Focus Group Discussion tentang keberatan dan banding di bidang
kepabeanan dan cukai.

Xl
Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur ‘
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BAE |
PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
1. Tugas
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis,
pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai
dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku.
2. Fungsi
Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBEC Kalimantan Bagian

Timur untuk memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, melindungi masyarakat,

dan mengumpulkan penerimaan negara serta untuk meningkatkan penyelenggaraan

pelayanan guna mewujudkan good governance, pemenntah telah menyempumakan
organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan

ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan MNomor 188PME.01/2016 tanggal 5

Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verikal Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan peraturan dimaksud Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian

Timur menyelenggarakan fungsi:

a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang kepabeanan dan cukai;

b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di
bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasicnal di daerah wewenang
Kantor Wilayah

c. Pengendalian, evaluasi, perijinan, dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan
dan cukai;

d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;

e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalah hukum yang timbul akibat
pelaksamaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

f. Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang
kepabeanan dan cukai;

g. Pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi
pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan
penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;

h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan
tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
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i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang
kepabeanan dan cukai;
j. Pengoordinasian dam pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan
laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
k. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api
Kantor Wilayah;
I. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi
kinerja; dan
m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
3.  Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia MNomor
188/PMK_.01/2016 tanggal 5 Desember 2016, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Dalam melaksanakan tugasnya secara efekdif dan efisien Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur mempunyai strukiur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Strukiur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Kepala Kantor

Eldarg Bidang Faslias Bidang Bidang
Baglan Urvum Kepabs=anan dan Kepabeanan dan Penindakan dan Kepahshan
Cukal Cukal Penyldian rkemal

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas pokok yang dijabarkan dalam 5 (lima)
bagian/bidang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan

dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai,
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memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang
lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.

2. Bidang Kepabeanan dam Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan
di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis
potensi, pemantawan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar,
cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan
data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang
kepabeanan dan cukai, serta asistensi dar segi hukum dalam penyusunan
keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang mempunyai implikasi di bidang hukuwm.

3. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi
di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi
peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat,
serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.

4. Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian
bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan
intelijien, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan
perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan findak
pidana kepabeanan dan cukai.

5. Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan
pelaksanaan ftugas, pemantauan pengendalian intemn, pengelolaan nsiko,
pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi intemal, upaya pencegahan
pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak
lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas,
serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor
Wilayah.

B. Peran Strategis Organisasi
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diber mandat untuk mengatur
sumber daya dan sumber dana untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang
dibebankan berupa pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi,
dan pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya

3 )
Kanwil DJIBC Kalimantan Bagian Timur



LAPORAN KINERJA

be rkan peraluran perundang-undangan yang beraku. Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur membawahi 6 (enam) KPPBC. Untuk menjalankan peran
sirategisnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki DIPA Tahun
Anggaran sebesar Rp9.470.004_000,00.

C. Sumber Daya Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur didukung oleh 456 SDM pegawai yang tersebar pada 7 (tujuh) satuan kerja di
lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Tabel 1.3 Jumilah Pegawai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

No. Unit Kerja Jumlah Pegawai
1 | Kantor Wilayah DJBC Kalimantan 80
Bagian Timur

2 | KPPBC TMP B Balikpapan 115
3 | KPPBC TMP B Samarinda 70
4 | KPPBC TMP G Bontang 42
5 | KPPBC TMP C Sangatta 35
6 | KPPBC TMP B Tarakan 67
7 | KPPBC TMP C Munukan 47

JUMLAH 456

Sumber: SIMPEG per 31 Desembar 2018

Untuk unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur komposisi
pegawainya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tabel Komposisi Pegawai

clongan IV L
Jabatan Jumlah
1 Kepala Kantor | - | 1 - - |-1- - - a|e|= 1
2 | KepalaBidamg |-|-[ 3 ] 1 1 -1- - |- - -1- 5
3 | Kepala Seksi - - 3] 12 [ 3]-] - - - |- - o 18
4 | Pelaksana - - - - |-1-1 1 1T [-(-f- 56
JUMLAH (13413 | 3-)1 134T [--]-]- a0

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2015

D. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyusunan Laporan Kinerga Tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur disusun sebagai berikut:
1. Pengantar
Sajian berisi definisi, dasar, ruang lingkup, dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj)
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019.
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2. Ringkasan Eksekutif
Sajian berisi intisar laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan atau
pimpinan instansi pelapor memperoleh overview informasi yang menyeluruh atas:
A. Sasaran Strategis (55) dan Indikator Kinerja Utama {IKU) Tahun 2019
Pada bagian ini berisi ringkasan pencapaian S5 dan IKU Tahun 2019,
B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2019
Pada bagian ini berisi informasi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi
dalam mencapai tujuan dan sasaran beserta langkah-langkah yang telah diambil
dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3. Bab | Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strafegic issued) yang sedang
dihadapi organisasi. Adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:
A. Tugas, fungsi dan strukiur organisasi;
B. Peran sfrategis organisasi;
C. Sumber daya organisasi;

Di. Sistematika pelaporan.

4. Bab Il Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan khtisar perjanjian kinera tahun 2019, sebagai
berikut:
A. Rencana Strategis
1. Pemyataan Visi dan Misi;
2. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
3. Penetapan Tujuan dan Sasaran;
4. Program, kegiatan, dan rencana aksi
B. Penetapan Kinerja
1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2019
2. Tabel berisi: 5SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2019
3. Bab Il Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai
Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2019, yang memuat:
1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi {resume jumlah KU
dengan status indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu}
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesual dengan NKO Tahun 2019
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arasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2019

Pada subbab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan

konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat

dalam Peta Strategi masing-masing Satker dengan targetnya.

Narasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

- Hal yang mendukung dapat tercapainya rencanaftarget atau alasan tidak
tercapainya target;

- Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi
kendala;

- Kaitan pencapaian target tahun 2019 dengan target’sasaran dalam Renstra DJBC
2015-2019;

- Dalam setiap narasi IKU diharapkan juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan
grafik.

Untuk setiap KU dilakukan pengukuran dengan :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realizasi kinerja serta capaian kinera tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisa terhadap :

1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan;

2. Efisiensi penggunaan sumber daya;

3. Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja.

4. Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam
pencapaian kinerja;

3. Rencana aksi ke depan {menyesuaikan dengan penganggaran Tahun 2020).

C. Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beseria realisasi
anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi
anggaran.

6. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sehubungan dengan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Momor
TrBC2015 tanggal 27 April 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Tahun 2015-2019 dan sejalan dengan penerapan sistem pengelolaan kinerja
berbasis Balanced Scorecard (BSC) di Kementerian Keuangan, maka dipandang perlu
untuk mensinergikan antara Renstra, Road Map, dan BSC. Renstra merupakan dokumen
perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan sedangkan Road Map mempakan
penjabaran Rensira menjadi sasaran yang lebih terukur dan cperasional berupa milestone
tahunan sebagai penunjuk arah dalam mencapai sasaran di dalam Renstra. Untuk
evaluasi pencapaian sasaran dalam Road Map, maka digunakan BSC dengan penetapan
kinerja melalui penjabarannya dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinera (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun
2019 ini memupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur pada Tahun Amggaran 2019 yang tercermin dalam capaian IKLU Kemenkeu-
Two Tahun Anggaran 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC
Tahun 2015-2018.

1. Pernyataan Visi dan Misi

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam
menjaga hak-hak keuwangan negara demgan fungsi yang kompleks dan ferus
berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan
tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur sebagai unit vertikal eselon Il Kantor Pusat DJBC berperan penting
dalam mendukung wvisi, misi, fungsi utama, dan tujuan DJBC secara keseluruhan.
Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang
bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus
meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam neger untuk memenuhi
kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam
neger khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong
industri nasicnal untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar,
khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak
keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang
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jadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas
negara menjadi tantangan DJBC unfuk melindungi kepentingan nasional terutama
terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional.
Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC
dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu,
DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari
ancaman barang-barang fterentu melalui instrumen cukai yang juga dapat
memberikan konfribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan tersebut, visi dan misi DJBC
disempumakan sehingga mampu menceminkan cita-cita tertinggi DJBC, mengurangi
keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh
Sumber Daya Manusia DJBC. Pemyataan visi dan misi yang jelas juga akan
memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan
aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam
pembangunan nasional. Visi dan misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah
ditetapkan dalam HKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-
105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Vigi DJBC telah dizsempumakan, sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi
DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-
menerus terpelinara di masa depan. Permyataan visi DJBC adalah:

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia”

Visi ini bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-cita untuk menempatkan
DJBC dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, yang
mampu menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang
yang masuk atau keluar daerah pabean serfa pemungutan bea masuk, bea keluar, dan
cukai.

Misi menyajikan langkah spesifik yang harus dikerjakan oleh DJBC demi
tercapainya pemyataan visi dan tujuan fransformasi DJBC. Perubahan wurutan
pernyataan misi DJBC mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan.
Mamun demikian, peran DJBC secara Kkeseluruhan terkait dengan besaran
perdagangan, keamanan, dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Penyesuaian dalam kata-kata dimaksudkan untuk menjamin kekhususan
dan menghindari tumpang tindih antara fungsi yang dicakup DJBC dan lembaga lain
yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa
kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC.

Pernyataan misi DJBC yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut:
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a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri;

b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan
perdagangan ilegal;

c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah unit vertikal Eselon Il
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengikuti arah kebijakan Unit Eselon |
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai telah mengalami perubahan prioritas dar tugas utama sebagai
Revenue Collector menjadi Trade Facilitator, Industrnal Assistance, dan Communify
Profector. Kebijakan di bidang kepabeanan mulai diarahkan untuk fokus pada
kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk dan
fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan
menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai community protector, trade
facitator, industrial assistance, dan revenue collector, Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah
satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan
kepada para pengguna jasa. Akan tetapi, terdapat juga beberapa tantangan yang harus
diantizipasi, agar tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan
pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan.

Beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur dapat berasal dar internal maupun eksternal. Potensi dan
tantangan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur kami gajikan dalam 2 (dua)
tema besar yaitu Tema Pelayanan dan Tema Pengawasan.

2.1. Tema Pelayanan
Potensi yang ada di DJBC dalam memberikan pelayanan kepada
stakeholdernya antara lain:
a. Telah adanya kesepahaman dengan beberapa instansi terkait melalui
stakeholders-lab untuk mempercepat pelayanan dalam rantai logistik;
b. Sebagian besar pelayanan DJBC telah didukumg oleh teknologi informasi yang
memadai;
c. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai DJBC dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders;
Tantangan yang dihadapi DJBC dalam memberikan pelayanan ke depan
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ntara lain:
a. Terus meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang finggi,

efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;

b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada
stakeholider,

c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanan
dan cukai.

d. Peningkatan peran Bidang Fasilitas Kepabeanan dalam strukiur organisasi
vertikal DJBC yang baru;

e. Peran aktif Kantor Wilayah dalam pemberian dan pelayanan fasilitas
kepabeanan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui kerjasama
dengan Kamar Dagang dan Indusitri (Kadin) dan Dinas Perindustrian dan
Koperasi di daerah masing-masing.

2.2. Tema Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan pabean dan cukai yang dilaksanakan Kanwil
DJBC Kalbagtim meliputi pengawasan sebagai berikut:
a. Impor yaitu sejak pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean sampai
pengeluaran barang ke peredaran bebas,
b. Ekspor yaitu sejak barang ekspor akan dimuat ke sarana pengangkut sampai
keluar melewati wilayah pabean;
c. Cukai yaitu pengawasan peredaran BKC yang tidak memenuhi ketentuan;

d. Pengawasan khusus ekspor batubara;

e. Pengawasan antar pulau barang tertentu sesuai dengan pasal 4A ayat (1) dan
pasal 85A Undang-Undang Momor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Momor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dengan obyek
pengawasan berupa:

— Hasil Tambang;
— Hasil Perikanan;,
— Hasil Hutan;

— Hagsil Pertanian.

Tujuan optimalisasi pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai adalah
mencapai opimalisasi dan penyelarasan:
a. Revenue Collector;
b. Trade Fasilitator/Industrial Assistance;

c. Community Protector;
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d. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari pefwelundupan
dan perdagangan ilegal;

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim untuk
memaksimalkan pengawasan antara lain:
a. Sumber Daya Manusia;
. Sarana dan Prasarana;
. Jejaring intelijen;
. Hubungan/koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain;
. Pemanfaatan sistem informasi‘aplikasi (CEISA, CITAC, AlS, Marine Traffic, dan

aplikasi lainnya).

[1- = T =

f. Kerja sama pengawasan dan informasi dengan instansi lain yang terkait (Dinas
Pertambangan dam Energi Kementerian Emergi dan Sumber Daya Mineral,
Pemerintah Daerah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan).

Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan kepabeanan dan
cukai di wilayah Kalimantan Timur dan Utara seperti:
a. Kondisi alam,
+ Wilayah geografis yang luas dan mencakup wilayah perbatazan dan perairan
(laut dan muara) yang unik.
¥ Topografi daerah yang tidak mudah untuk ditembus.
Terdapat beberapa kasus pelanggaran khususnya terkait peredaran BKC
ilegal yang terjadi di area terpencil/pedalaman, di mana petugas sendiri agak
kesulitan untuk mencapai area tersebut.
+ Banyak titik perlintasan ftidak resmifalur tradisicnal di sepanjang garis
perbatasan darat yang dijadikan jalur penyelundupan, terutama NPP.
b. Bentuk, modus dan jenis pelanggaran yang kian berkembang seiring waktu.
c. Pengetahuan kesadaran dan resistensi masyarakat/stakeholder terkait
penegakan ketentuan Kepabeanan dan Cukai masih rendah.

Hal-hal yang mendukung dapat terlaksana kegiatan pengawasan dan
penegakkan hukum secara optimal selama pericde tahun 2019 adalah:
. Manajemen kinerja yang dianggap tepat;
. Optimalizasi SOM;
. Efisiensi penggunaan dana operasi;
. Kerja keras dan kompetensi penyidik yang ada;
. Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal yang baik;

N N = M B = S -

Sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
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etapan Tujuan dan Sasaran

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuwangan Tahun 2015-2019, telah
ditetapkan 7 (tujuh) tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
bertanggung jawab pada pencapaian 2 (dua) ujuan Kementerian Keuangan yaitu:

a. Tujuan kedua : Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi
perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan

b. Tujuan keenam : Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai
serta perbatasan.

Dialam rangka mendukung 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC
telah menetapkan sasaran, yaitu :

1) Sasaran sirategis yang ingin dicapai dalam fujuan optimalisasi penermaan
negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan
cukai adalah:

a. Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik
Masional, dengan indikator percepatan wakiu penyelesaian proses kepabeanan
(cusfoms clearance time) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling
fime.

b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dengan
indikator pencapaian target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan dalam
APBN/APBMN-P.

2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di
bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan
dalam rangka mendukung fungsi communify protecfor serta melaksanakan fungsi
sebagai border profection, dengan indikator proses tindak lanjut temuan
pelamggaran kepabeanan dan cukai.

Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian
Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menetapkan pula
beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

a. Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang
efekiif, Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah
Percepatan Pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat
proses penyelesaian dokumen impor, ekspor, dan cukai yang diajukan oleh
pengguna jasa, namun ietap memperimbangkan aspek pengawasan.
Kelancaran arus barang adalah suatu kondisi lalu lintas logistik atau barang
impor dan barang ekspor yang cepat dan menjadi salah satu parameter untuk

mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitaz kepabeanan dan
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cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai asarkan
ketentuan pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kepabeanan dan Cukai,
dalam rangka mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam negen.

b. Penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang
Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak
keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industn
dalam negeri, dan kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan
barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal).
Penegakan hukum yang efekiif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dilakukan untuk menjamin penegakan hukum di bidang kepabeanan dan
cukai dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan, yang salah satunya
diukur berdasarkan indikator wakiu penyelesaian.

c. Penerimaan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penernmaan bea
masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam
APBN atau APEN-P.

d. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan
terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan
hasil survei kepuasan pengguna jasa.

e. Kepaluhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai
adalah kondisi yang tercemmin dari tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di
bidang kepabeanan dan cukai dalam menjalankan segala ketentuan/peraturan
yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai.

f. Analisis perumusan kebijakan yang opfimal dalam upaya untuk menjaga
organisasi vang berkesinambungan (continous improvement), maka peru
dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, salah satunya adalah melalui analisis
perumusan kebijakan yang optimal. Rumusan kebijakan adalah hasil dar proses
penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari
pertimbangan kepentingan nasional dam keselarasan dengan standar
internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan
amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien.

g. Komunikasi dan edukasi yang efektif berfujuan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhimya akan mempefancar
proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

h. Peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan

dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
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undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efekfif.

i Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek
dengan cermat, memantau pekerfaan maupun laporan agar pekerjaan yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

j SDM yang kompeten adalah SDM yang mampu bersaing dengan indikator
pegawai yang bersangkutan memiliki kemampuan kepemimpinan yang tepat,
mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan atas semua informasi yang
diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian tujuan
organisasi.

k. Organisasi yang fit for purpose adalah organisasi yang mampu mewadahi dan
memfasgilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai fujuan organisasi DJBC.
Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat
dinamis dan fleksibel sesuwai dengan tuntutan Ekebutuhan dan dinamika
transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

I. Pengelolaan anggaran yang berkualitas adalah pengelolaan atas dana yang
tersedia dalam DIPA, yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan
dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip
hemat, efisien, dan konsisten dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah
direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

4. Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi

Sebagai Unit Vertikal Eselon Il Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mendukung 2 {dua) tujuan Kantor Pusat
DJBC dengan 11 (sebelas) sasaran sitrategisnya. Selain sasaran strateqgis yang telah
ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2015-2019, dalam rangka
mendukung pencapaian kinerja organisasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut
merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur dan mencerminkan pengaruh atas timbulnya hasil (owfcome)
dari pelaksanaan program. Adapun wuntuk mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Untuk mencapai fujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan,
diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat
berasal dari aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kompeten, sarana dan
prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang

cukup.
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Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan
untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Program : Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang
Kepabeanan dan Cukai;

Kegiatan : 1680

Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Sasaran Kinerja : Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat
memberikan fasilitasi kepada indusir, perdagangan dan

masyarakat serta optimalisasi penerimaan.

Tabel 2.1 Indikator Pendanaan Kinerja Kegiatan

IKK/Qutput Target Pagu

Layanan Pembinaan Kepabeanan dan
Cukai di daerah 13 Layanan Rp1.096.414.000

Layanan perkantoran 1 Layanan Rp&.373.590.000
Total Rp2.470.004.000

B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinera,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja pada dasamya adalah pemyataan
komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas
dan terukur dalam rentang wakiu satu tahun. Perjanjian kimerja disusun dengan
menetapkan sasaran yang menceminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dan
pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil
{outcome). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja
yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-
masing indikator.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan Kinera berbasis Balanced
Scorecard (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diukur
atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memnupakan indikator keberhasilan
pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak

15)
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Kinerd antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direkiur
Jenderal Bea dan Cukai pada awal tahun 2019.

Sasaran Strategis (55) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu peta Strategi
berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan
sirategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun
2019 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Gambar 2.1 Bagan Peta Strategi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

VISI
Menjadl Institusi Kepabeanan dan Cukal Terkemuka di Dunia

Berdasarkan visi, misi dan sasaran instansi telah ditetapkan Sasaran Strategis (53),
Indikator Kinera Wama (IKU) dan target tahun 2019 bagi Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur wuntuk dasar evaluasi kinerja dan dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci Indikator
Kinerja Whtama (IKU) dan target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana
tabel berikut:

16
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Tabel 2.2 Indikator Kinega Wama Kemenkeu-Two S
NO. 558 KODE IKU Target Polarisasi
IKLU
Kelancaran arus 1a.CP Waktu penyelesaian proses 1.95 hari Min
barang dan kepabeanan

1 pemberian fasilitas Persentase implementasi
kepabeanan dan 1b-M inisiatif peningkatan devisa B80% Max
cukai yang efektif hasil ekspor

Persentase hasil
penyidikan yang telah
Sy dinyatakan lengkap oleh et .
2 | Penegakan hukum )
anq efektif kejaksaan (P21)
yang Persentase keberhasilan
2b-CP pengawasan peredaran T9% Max
Barang Kena Cukai llegal
Penerimaan negara
di sektor Persentase realisasi s

. kepabeanan dan P penerimaan bea dan Cukai e -
cukai yang optimal
Kepuasan

4 | pengguna layanan 4a-N .Inﬁeks hepuasan penggune .4'25 ) Max

A . jasa (skala 5)
yang tinggi
Kepatuhan 5a.CP .F‘ersentase kepatuhan 80% Max
pengguna layanan importir

. ya?agtf'l;gngl itse Persentase piutang bea
pe 56N | dan cukai yang 90,3% Max
kepabeanan dan diselesaikan
cukai
Analisis perumusan Indeks penyelesaian kajian 3

6 | kebijakan yang Ga-N di bidang kepabeanan dan tekale 4) Max
optimal Cukai ) )

7 Komunikasi dan 72N Indeks efektivitas 85 Mo
edukasi yang efekdif komunikasi dan edukasi (skala 100)
Peningkatan Persentase tindak lanjut
efektivitas Ba-CP | temuan pelanggaran 92% Max

& | pengawasan kepabeanan dan cukai
Kepabeanan dan Persentase efektivitas B
Cukai So-N patroli laut Lot Max

Rata-rata persentase
tingkat efektivitas
9a-N maonitoring dan 86% Max
) pengawasan kepatuhan

g F’engendfallan miufu intemnal

yang optimal
Persentase tindak lanjut
Y rekomendasi hasil audit 76%, Max

Aparat Pengawas
Fungsional
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Target Polarisasi

Persentase efektivitas
Sc-N implementasi manajemen T5% Max
risiko
10 SDM yang 10aN Persentase_ pemngh@t&n 70% -
kompeten kompetensi pegawai
11 Organisasi yang fit 113N Pf_!rsentqse n_afektwltag . 90% Max
for purpose Dialog Kinerja Organisasi
Pengelolaan )
12 | anggaran yang 12a-N Pelrskesntase s 95% Max
harkualitas pelaksanaan anggaran

*) Sesuai target APEN/APBN-P
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BAB lll
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
telah ditetapkan 12 {dua belas) Sasaran Strategis (S5) dan 1B (delapan belas) Indikator
Kinerja Wtama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2019.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Momor
467 MHME_01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, status
capaian kinerja organisasi di indikasikan dengan hijau, kuning, merah sesuai dengan nilai

indeks capaiannya dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.0.1 Status Capaian Kinerja
Hijau Kuning

100=X =120 BO=X <100 X <80
Memenuhi ekspektasi Belum memenuhi ekspektasi | Tidak memenuhi ekspektasi

Secara umum status capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur selama tahun 2019 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun
sesuai Konfrak Kinerfa MNomor: 27/BCR2019 dan Addendum Kontrak Kinerja MNomor:
2TABC/2019 dapat tercapai dengan baik sebagaimana berikut ini:

Gambar 3.1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Rincian Status Capaian Kinerja
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur T.A. 2019

2 Ky
11%

IKU berstatus Hijau

0 IKU berstatus Kuning

Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur tahun 2019 sesuai dengan konsep BSC dinyatakan dengan indeks capaian dan

19)
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dithgan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam
Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019

dengan targetnya. Rincian capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan

Bagian Timur tahun 2019 tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.0.2 Tabel Milai Kinerja Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Stakeholder Perspective 111,44
§5.1 Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan 117.81
dan cukai yang efektif !
Wakiu penyelesaian proses : g
1a-CP kepabeanan 1,25 hari 0.34 hari 120
Persentase implementasi inisiatif
ks peningkatan devisa hasil ekspor st S L
582 Penegakan hukum yang efektif 120
Persentase hasil penyidikan yang
2a-CP | telah dinyatakan lengkap oleh 70% 90% 120
kejaksaan (P21)
Persentase keberhasilan
2b-CP pengawasan peredaran Barang Kena % 93.74% 120
Cukai illegal
58.3 Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang 96.52
optimal .
3a-cp | Persentase realisasi penerimaan bea
dan Cukal 100% 96,52% 96,52
Customer Perspective 105,28
554 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi 97.68
. 425
4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa (skala 5) 416 97.88
Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan
sa4 kepabeanan dan cukai 11228
5a-CP | Perzentase kepatuhan importir B0% 91,69% 114,61
Persentase piutang bea dan cukai
3b-CP yang diselesaikan 90,3% 100% 110,74
Internal Process Perspective 116,49
S55-6 Analisis perumusan kebijakan yang optimal 120
Indeks penyelesaian kajian di bidang 3
E— kepabeanan dan Cukai (skala 4) _— -
85.T Komunikasi dan edukasi yang efektif 114,36
Indeks efektivitas komunikasi dan B85
TaN | cdukasi (skala 100) R Rt
558 Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan Cukai 112,82

Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

‘zu



LAPORAN KINERJA

Persentase tindak lanjut temuan
8a-CP pela n kepat 1 dan oulai 92% 100% 108,70
8b-N | Persentase efektivitas patroli laut 70% 81.86% 116,94
559 Pengendalian mutu yang optimal 118,76
Rata-rata persentase tingkat
Ba-N efektivitas monitoring dan BE% 100% 116,28
pengawasan kepatuhan intemal
Persentase tindak lanjut rekomendasi
9b-N hasil audit Aparat Pengawas T6% 100% 120
Fungsional
9c-N Pa’se_rltam a_iektiuilas implementasi 75% 97 58% 120
manajemen risiko
S55-10 | SDM yang kompeten 120
Perzsentase peningkatan kompetensi
10a-N , T0% 95.83% 120
55-11 | Organisasi yang fif for purpose 111,11
Persentase efektivitas Dialog Kinerja
11a-N Organisasi 90% 100% 111,11
58-12 | Pengelolaan anggaran yang berkualitas 104,05
Persentase kualitas pelaksanaan
12a-CP anggaran 95% 98.85% 104,03

*) Perhitungan Capaian berdasarkan format perhitungan MKO tahwn 2010

B. Marasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
1a-CP Wakiu Penyelesaian Proses Kepabeanan

Walktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance time) merupakan
salah satu mata rantai dalam proses pergerakan arus barang sebagai bagian dar
dwelling time. Dwelling time adalah lama wakiu sejak barang impor dibongkar dari
kapal sampai dengan barang keluar dan pelabuhan. Indikasi perhitungan dwelling
time adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (wakiu penumpukan
kontainer di pelabuhan).

IKW penyelesaian proses kepabeanan dimonitor dengan pengukuran
pencapaian customs clearance time terhadap kegiatan layanan importasi yang
meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur
merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama
{MITA) pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 10 (sepuluh) pelabuhan utama,
yaitu:

z:t)
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. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekamo-Hatta;
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;

4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Mas;

. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak;

6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;

7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Mgurah

10.

Rai;

. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Balikpapan,
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Makassar.

Pada tahun 2019, IKU ini memiliki target sebesar 1,25 hari dengan polarisasi

data ditetapkan menggunakan minimize, dimana semakin kecil jumilah hari/ semakin

cepat penyelesaian proses kepabeanan maka indeks capaian menjadi semakin

tinggi. Realisasi tahun 2019 adalah sebesar 0,34 har dengan rincian sesuai dengan
tabel berikut:

Tabel 3.1.1 Capaian IKU Wakiu Penyelesaian Proses Kepabeanan

PolfK.P.

argat ] : i : .20 Han

Realsasi | 0,12 Han | 0,98 Han | 0,23 Han | 0,51 Aan | 0,42 Aan | 047 Ran | 0.9% Aan | MinTLKY

Capaian 100 70 102 50 114 [ 73

Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor

IKU Persentase implementasi inisiatif peningkatan devizsa hasil ekspor

merupakan IKU baru Kepala Kanwil DJBC Kalbagtim yang muncul pada Semester I
Tahun 2019, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 80%. Pengukuran
implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor dibagi menjadi 3 komponen

yakni Komponen Perencanaan (35%), Komponen Proses (50%), Komponen Hasil
{15%).

Pada tahun 2019, KPPBEC TMP B Samarinda dan KPPBC TMP B Tarakan

Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur

22



LAPORAN KINERJA

telah membuat Analisis Singkat atas Objek inisiatif, membentuk tim yang-dituangkan
ke dalam KEP tim implementasi yang diseriai tugas dan fungsi seluruh anggota tim,
melakukan pembahasan demgan pihak-pihak terkait, melakukan kegiatan public
campaign, asistensi dan sosialisasi kepada para pihak terkait, dan melaksanakan
penandatangan Mol dengan pihak terkait. Akan tetapi sampai dengan Desember
2019 belum terbangun kawasan berikat di wilayah kerja KPPBC TMP B Samarinda
sehingga capaian pada tahun 2019 hanya 85% yang diperoleh dari Komponen
perancanaan (35%) dan komponen proses (50%). untuk komponen hasil belum
tercapai karena perusahaan yang telah di asistensi yakni PT. Rimba Raya Lestan
terkendala masalah keuangan perusahaan dan PT. Sagatrade Murni terkendala
masalah status kepemilikan tanah sehingga belum bisa mengajukan fasilitas
kawasan berikat.

KPPBC TMP B Tarakan terdapat peningkatan atas devisa hasil ekspor dari
tahun sebelumnya minimal 2%. Periode perhitungan devisa hasil ekspor tahun
sebelumnya (1 Januarn 2018 - 31 Desember 2018) yaitu sebesar USD
63.642.007,35. MNilai Devisa ekspor sampai periode berjalan yaitu USD
B2 587.759,58. Peningkatan DHE Ekspor tahun 2019 dengan DHE Ekspor tahun
2018 yaitu meningkat 29.77%.

meliputi capaian IKU KPPBC TMP B Samarinda dan KPPBC TMP B Tarakan.

Capaian IKU ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Formula dan Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan

Devisa Hasil Ekspor

Formula Target Realisasi Indeks
FPersentase
Implementasi
Imiziatif (35%) Komponen Perencanaan + (50%)

- B0% B2 5% 115,62
Peningkatan Komponen Proses + {15%) Komponen Hasil ' '
Devisa Hasil

Ekspor

2a-CP Persentase Hasil Penyidikan Yang Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah salah satu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum
adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan terhadap
peraturan yang beraku di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum yang
efekiif bertujuan untuk pengamanan hak keuamgan negara dan perlindungan
masyarakat. Pengukuran kinerja meliputi capaian KPU BC/Kantor Wilayah DJBC

zz)
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rta seluruh KPPBC di wilayahnya. Penyidikan adalah tahap dimama penyidik
berupaya mengungkapkan fakia-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu findak
pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Hasil Penyidikan
yang telah dinyatakan lemgkap oleh kejaksaan (P-21) merupakan produk akhir dalam
kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai.

Pengukuran kinerja hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
{P21) meliputi capaian penyidikan Kantor Wilayah DJBC serta seluruh KPPBC di

wilayahmya. Capaian IKU ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Formula dan Capaian IKU P21

Formula Target Realisasi Indeks
I Berkas I Barkas
Persentase hasil | perkara TPA perkara TPPU
penyelidikan yang berstatus yang berstatus
yang dinyatakan P21 X 90% P21 X 10% T0% 80% 120
lengkap oleh I SPDP TPA I SPDP TPPU

kejaksaan (P21)

Catatan:

a. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan
cukai yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)
sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan.

b. Status P21 adalah status dinyatakan lemgkapnya berkas perkara pidana yang
dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk diimpahkan ke
pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

c. SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah
dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAFP memberi wewenang kepada
penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap
penghentian penyidikan yang dilakukan cleh pihak penyidik maka secara resmi
harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

d. SPDP yang diterbitkan SP3 dikeluarkan dari perhitungan IKU ini.

Selama tahun 2019, di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur terdapat kegiatan penyidikan dengan diterbitkannya 8 (delapan) SPDP
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Rincian IKU P21

Me. | Satuan Kerja No & Tgl PDP Keterangan
1. | Kanwil DJBC | SPDP- SP3 - 5P3-
Kalbagtim 01AMWBC.16/PPNS/2019 01AWBC. 16/PPNS2019
tanggal 16 Apnl 2019 tanggal 13 Desember 2019
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Samarinda

01/WBC.16/KPP.MP.02/PPNS/
2019 tanggal 29 April 2019

Me. | Satuan Kerja Mo & Tgl PDP Keterangan
2. | Kanwil DJBC | SPDP- SP3 5P3-
Kalbagtim 01BMWBC.16/PPNS/2019 02AWBC.16/PPNS2019
tanggal 17 Juni 2019 tanggal 13 Desember 2019
3. | Kanwil DJBC | SPDP- P-21 B-199/0-
Kalbagtim 02AMNWBC . 16/PPNS/2019 4 5/FL/'08/2019 tanggal 27
tanggal 13 Mei 2019 Agustus 2019
4. | KPPBC TMP B | PDP- P-21 - B-

T4 11/FLA06/2019
tanggal 19 Juni 2019

5. | KPPBC TMF B

PDP-

P-21 : B-

Tarakan

D1MWBC. 16/KPP.MP.OS/PPNS/
BP.1/2019 tanggal 15 Agustus
2019

Samarinda 02/AWBC.16/KPP.MP.OZIPPNS/ | 5794/0.4 11/FL1/0%2019
2019 tanggal 20 Mei 2019 tanggal 10 September 2019
6. | KPPBC TMP C | SPDP- P-21 B-200/Q-
Bontang 02B/MWBC.16/PPNS/2019 4 5/FL/08/2019 tanggal 27
tanggal 17 Mei 2019 Agustus 2019
7. | KPPBC TMP B | SPDP- P-21 : B-

127410 .4 .15 2/Fd . 2/09/2019
tanggal 26 September 2019

8. |KPPBC TMPC
Murnukan

PDP-
01/WBGC 16/KPP MP.06/PPNS/
2019 tanggal 16 Juli 2019

P-21 - B-
107000 .4 . 5Fd. 1112019
tanggal 16 Oktober 2019

Dar data diatas, dapat diketahui bahwa ftindak lanjut penyidikan yang
dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah:
a. 6 {enam) berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan (P-21);
b. 2 {dua) berkas penyidikan dilakukan penghentian penyidikan {SP3)

Meskipun demikian, sesuai dengan catatan manual IKU dieebutkan bahwa

SPDP yang diterbitkan SP3 dikeluarkan dari perhitungan IKU. Maka dari itu, 2 (dua)
kegiatan penyidikan yang dilakukan penghentian penyidikan (SP-3) tersebut tidak
masuk dalam penghitungan IKU sehingga target capaian IKU tetap tedampaui.

Perbandingan realisasi Persentase hasil penyelidikan yang dinyatakan
lengkap oleh kejaksaan (P21) tahun sejak tahun 2017-2019 adalah sebagaimana

pada tabel di bawah ini:

>
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Tabel 3.3.3 Data Realisasi IKU P21 2017-2019

2017 2018 2019 Tosget

Target Realisasi Indeks Target Realisasi Indeks Target Realisasi Indeks Renstra

63% 100% 120 | 70% | 93,33% | 120 | 75% 90% 120 7%

Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa atas |KU Persentase hasil
penyelidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur telah memenuhi target yang telah ditetapkan Rencana
Strategis.

Hal yang mendasari terpenuhinya target tersebut diantaranya adalah karena
profesionalisme dari penyidik serfa koordinasi dan kerjasama yang baik dengan
instansi terkait dalam hal ini kejaksaan dan instansi terkait lainnya dalam
penyelesaian perkara. Selain itu, penanganan perkara oleh unit penyidikan juga
terus dijaga dengan baik unfuk memastikan berkas perkaranya lengkap agar dapat

segera ditindaklanjuti.

2b-CP Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai llegal
Penyuluhan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terencana
untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang disampaikan oleh
Subjek Penyuluh kepada Objek Penyuluh melalui komunikasitatap muka. Sosialisasi
yang diukur dalam IKU ini adalah sosilasisasi mengenai BKC HT yang merupakan
kegiatan yamg dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
mengenai pemanfaatan penerimaan cukai (untuk BPJS, DEBH, Pembangunan, dil},
bahaya HT ilegal, kerugian apabila HT ilegal marak beredar, dsb yang dilakukan baik
oleh Kantor Wilayah DJBC, KPUBC, dan KPPBC yang mendapatkan target untuk
melaksanakan operasi pasar. Rencana sosialisasi ditetapkan di awal periode untuk
dijalankan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.
Kegiatan penyuluhan, meliputi:
1. Sosialisasi pertauran di bidang Kepabeanan dan Cukai
2. Intemalizasi peraturan di bidang kepabeanan dan cukai
3. Edukasi dan kommunikasi publik yang dapat berupa:
a. Sosialisasi ke masyarakat akademik
b. Sosialisasi ke masyarakat umum
c. Pameran
d. Kunjungan atau studi banding dari para pemangku kepentingan (stakeholder)
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e. Kegiatan edukasi dan komunikasi publik lainnya \\//
Tujuan sosialisasi BKC HT ilegal yaitu untuk meningkatkan efektivitas
sosialisasi barang kena cukai hasil tembakau.
Pada tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
merencanakan pelaksanaan sosialisasi dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.4.1 Perencanaan Sosialisasi BKC HT

M, Mama Kantar Jumlah Soslalisasd
1. Kantar Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur 1
2. KFPBC TMP E Ballkpapan | 2
3 KPFPBG TMP B Samarinda 2
4. KPPBC TMP B Tarakan 2
3 KFFBG TMP G Bontang 1
B KPPBC TMP C Sangatia 1
T KFPBC TMP C MNunukan 1
Tatal 10

Pelaksanaan sosialisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur selama tahun 2019 sebanyak 55 kali dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.4.2 Perhitungan Poin Sosgializasi BKC HT

Mo, | Kemboer | <l Jenls Soslalisas] Jumiah
'Sosialisasi | Bathe, | Taakshow | Sosialisasitatap | Sosialisas) tatap muka di
BKC HT Videotron | pada radio muuka secara lingkungan kantor, atau
llegal atau televis! |langsung di tempat| membagikan pamphiet,
pelaksanaan leailet, stiker, dsi dl tempat
operas] pasar pelaksanaan operas] pasar
2 poin 1,3 poin 1 pain 0,3 poln
1 Jearmmil 2 2 o 0 o 2
2 |easpanan a 1 o 5 2 o
3 IE—amr-‘lua 14 8 o a 14
4 |artang 7 1 o 5 -
=5 |=argatta 3 1 o 2 o 3
& |Taraman 5 1 o 2 2 5
7 [Munukan 18 1 o a 7 18
Jumniah a5 12z o 30 13 a3
POAN 20,00 0,00 10,00 5,00 15,00
Rencana i

Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang
dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya
dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi

dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.
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Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau
llegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam perode awal tahun
mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita,
jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan
Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).
Penindakan Hasil Operasi Pasar BRKC HT yang ditindaklanjuti merupakan findak
lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang cukai dalam pelaksanaan operasi
pasar BKC sebagai berikut:

a. pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
b. penyidikan;
c. penetapan dan pemusnahan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BON) atau
Barang Milik negara (BMN];
d. rekomendasi audit;
e. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai;
f. pembekuan NPPBKC dan/atau pencabutan NPPBKC;
Pada tahum 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian

merencanakan melaksanaan operasi pasar sebanyak 49 kali. Pengukuran capaian

Tirnur

IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan operasi pasar di lingkungan Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur dan operasi pasar yang dilakukan oleh & (enam) KPPBC
dibawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pelaksanaan operasi pasar di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur selama tahun 2019 sebanyak 62 kali kegiatan dengan menghasilkan
penindakan sebanyak 150 Surat Bukti Penindakan dari 59 kegiatan penindakan.
Adapun tindak lanjut dari hasil penindakan operasi pasar 2019 sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 3.4.3 Capaian Penindakan BK.C HT ilegal yang Ditindaklanjuti

Jumlah Penindakan yang Ditindaklanjuti
Jumlah Penetapan
No.| Kantor | . dakan | Penyidikan | Sanksi BON/BMN | Jumlah
TPA administrasi dan/atau
Pemusnahan
1 | Kanwil 4 1 [1] 3 4
Balikpapan 27 0 0 27 27
3 | samarinda 27 2 1 24 a7

Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
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Jumlah Penindakan yang Drlindaklaﬁfuﬂ
N Kanto Jumlah . Penetapan Sumbah
0. nior Penindakan | PENYidikan Sanksi BDN/BMN umia
TPA administrasi dan/atau
Pemusnahan
4 | Bontang T 0 0 T T
5 | sangatta a3 0 0 33 33
) MNunukan 38 0 0 38 38
Jumlah 150 3 1 146 150

Pengukuran kinerja Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang

Kena Cukai ilegal meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian

Timur pada tahun 2019. Sehingga realizasi persentase keberhasilan pengawasan
peredaran Barang Kena Cukai ilegal Kantor Wilayah DJBC Kaliamantan Bagian
Timur adalah 93,74%. Adapun capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 4 Capaian IKU Pengawasan peredaran BKC ilegal

1K Formula IKW Target  Reallsas)
I Poin I Realisasi I Operasi
Kegiatan Operasi Pasar yang 1 Score
Persentase | gociapeae Pasar BKC menghasilkan TL 5BP
EE?::Q:E BKC HT HT penindakan BKGC HT
X 10% ¥ 0% - ' — T4%
peredaran —— 0% - 20% T X 40% T=Er X30%| 75% 03, 74%
Barang Kana KB‘;';‘:T D;Enrc:srila Operasi Pasar BHKC HT
e Sosalisasi Fasar BKC BN HY
BKC HT HT
Catatan :

Perhibumgan IKU ini tdak termasuk penindakan dan findak lanjut penindakan yang telah dihitung dalam
IKU "Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai’.

Pada tahun 2019, realisasi Persentase keberhasilan pengawasan peredaran
Barang Kena Cukai ilegal di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur pada tahun 2019 dengan target renstra seperti terihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.4.5 Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC

ilegal

Reallsas] 2018

Reallsasl 2018

Target

Target Reallsasl Capalan Target Realisasl Capalan  oneird

Persentase keberhasilan
pengawasan peredaran Barang
Kena Cukai ilegal

79% | 93,7T4%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
29
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ian Timur telah dapat memenuhi target Persentase keberhasilan pengawasan
peredaran Barang Kena Cukai illegal. Tingginya Persentase keberhasilan
pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal menunjukkan efekiifnya
penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terepas dari penindakan yang
dilakukan terhadap pengawasan peredaran Barang Kena Cukai llegal yang tidak
jarang menghasilkan temuan. Selain itu informasi intelijen yang akurat juga dapat

mengarahkan pada temuan pelanggaran.

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai
Pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019, penerimaan kepabeanan dan
cukai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi Bea
Masuk, Bea Keluar, dan Cukai sebesar Rp G606.978.165.594 00 atau sebesar
96,52% dari target yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal tentang
Distribusi Target Penerimaan untuk Kantor Wilayah DJBEC Kalimantan Bagian Timur
sebesar Rp 628_883.826.000.00.

Tabel 3.5.1 Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Realisasi Target Penerimaan APBN/APBN-P Tahun Anggaran 2019
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
(dalam nibuw rupiakh)

Target Tahunan (APBN-F] Realizas] =.d 31 Desember 2048

Perubahan Total
HEP- Bea Masuk Bea Keluar Cukal penerimaan
I24BCI2018

Besual KEP-
AWBCI2019

Capalan

GTE.B9T GBE,00 333IT6.743,00

B

GZ8.283 820,00 | ST2.200.3089,34

1.401.111,25 | 000978 165.99 | o0s.87e. 105,59 | 96.32%

Keterangan: Sumber data CEISA Billing [Penerimaan Bruto) dan SPAN [restitusi) update 02 Januari 2020

Total realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BM, BK, dan Cukai) s.d.
31 Desember 2019 sebesar Rp Rp 606.975.165.594 .00 atau sebesar 96,52% dari
target tahunan APBN-P 2019. Realisasi penerimaan DJBC mengalami penurunan
dari tahun lalu, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya. Capaian dari IKU ini turun sebesar 34 41% menjadi 96,52%
jika dibandingkan dengan capaian KU pada tahun 2018 sebesar 130,93%%.

Perbandingan target Penerimaan Kanwil DJEC Kalimantan Bagian Timur
Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagai berkut:

30
Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur ‘



LAPORAN KINERJA

JENIS
PENERIMAAN

TARGET PENERIMAAN

2018

2019

NOMINAL
KENAIKAN |
[(PENURUMNAN)

PERSENTASE
KENAIKAN |
[PEMURUNAN)

Bea Masuk 562 .477.520.000.- | 609.105.764.000,- | 46.628.235.000,- "
2 | Bea Kehsar 32.014.000.000.- | 19.088.922.000,- | (12.815.078.000),- (40,34%)
3 I Cukai 0.- B79.140.000,- 670.140.000,- -
TOTAL TARGET 577.554.056.000.- | 628.883.826.000- | 51.320.770.000,- B.B9%

Kieterangan - 1. Sumber data MPO dan Laporan [KU tahun
2. Bea masuk termazuk BM-DTP

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian IKU penerimaan di Kanwil DJBC
Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 lebih rendah daripada capaian tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk target tahun 2019 target Kanwil DJBC
Kalimantan Bagian Timur meningkat sehingga menjadi Rp 628.883.826.000,00.
Target tersebut lebih tinggi Rp 51.329.770.000,00 daripada tahun 2018 (target tahun
2018 sebesar Rp 577.554_056.000,00).

Dari grafik di atas dapat juga disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi kenaikan target penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
sebesar 51,33 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2018.

2. Target penerimaan Bea Masuk naik sebesar 8 20%% atau nominalnya naik
sebesar 46,62 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2018.

3. Target penerimaan Bea Keluar turun sebesar 40,34% atau nominalnya sebesar
Rp 12,91 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2018.

4. Target penenmaan Cukai naik dari 0 rupiah di tahun 2018 menjadi 679,14 juta
rupiah di tahun 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

1. Pencapaian target penerimaan Bea Masuk di Kanwil DJBEC Kalimantan Bagian
Timur masih rendah, hal tersebut disebabkan antara lain menurunnya kegiatan
impor dan adanya pemanfaatan fasilitazs pembebasan dan penangguhan bea
masuk..

2. Penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC
Kalimantan Bagian Timur yang bersifat insidental, bukan merupakan impor rutin
sehingga potensi penerimaan Bea Masuk atas impor barang tersebut berkurang.

3. Di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik

yang mengedarkan Barang HKena Cukai (BKC) berupa HPTL sehingga
penerimaan cukai mempengaruhi penerimaan kepabeanan secara keseluruhan.
31)
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Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai,
KPPBC dilingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur juga melakukan
pungutan terhadap penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang menjadi
persepsi Direktorat Jenderal Pajak.

Strategi dalam pencapaian target penerimaan tahun 2019

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar
pada tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun
strategi-strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi
terkait optimalisasi penerimaan.

2. Mengadakan periemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Kalimantan Timur dan Wara untuk melaksanakan Joint Analysis dalam
rangka optimalisasi penenmaan negara.

3. Mengadakan Focus Group Discussion tentang keberatan dan banding di bidang
kepabeanan dan cukai

4. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalisasikan penerimaan
negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.

5. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak
tersebut untuk meningkatkan kegiatan eksporfimpor yang berpotensi terhadap
penernmaan negara.

6. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun
ekstemal.

7. Monitoring piutang lancar dan memberikan waming kepada KPPBC untuk secara
aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi
hutangnya.

8. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan peneliian dokumen secara cermat
dalam rangka mengurangi terfjadinya pofenfial loss penerimaan negara.

9. Melakukan asistensi penetapan tarf dan nilai pabean dan melaksanakan
koordinasi dengan pejabat, terkait peneliian ulang atas beberapa PIB yang
diberitahukan.

10. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor
Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penermaan beserta piutang
vang valid.
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11. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepa ngguna
jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi
serta Nilai Pabean.

4a-N  Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Sasaran Strategis |IKU ini adalah kepuasan pengguna layanan yang finggi.
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan
terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil
survei kepuasan pengguna jasa.

IKL ini mengukur tingkat kepuazan pengguna jasa di lingkungan Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh
KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Responden
survei adalah pengguna jasa yang menenma pelayanan di bidang Kepabeanaan dan
Cukai pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pada tahun 2019, pengukuran IKU diperoleh melalui survei dengan jumlah
sebaran responden serfa standarizasi metode survei menggunakan mekanisme
pengumpulan data secara online yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.
Berdasarkan survei, hasil perhitungan indeks kepuasan pengguna jasa disampaikan
melalui nota dinas Direktur Kepatuhan Intermal Momaor: ND-708/BC.082019 tamggal
& November 2019 tentang Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pengguna
Jasa Tahun 2019.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa atas
layanan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:

Tabel 3.6.1 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Formula Target Realisasi Indeks
Indeks kepuasan menggunakan skala 5
yang didefinisikan:
1,00-1,80 adalah Tidak Puas
1.81-260 adalah Kurang Puas 425 416 97.88
261-340 adalah Cukup Puas
3.41-420 adalah Puas

4,21-500 adalah Sangat Puas
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Sesuai tabel di atas, dapat terlihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Pengguna
Jasa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur belum memenuhi target
dengan memperoleh indeks 4,16 yang dikategorikan puas.

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dar tahun 2017-
2019 dengan target rensira dapat di linat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6.2 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa 2017 - 2019

2017 2018 2019 Target

Target Realisasi Indeks Target Realisasi Indeks Target Realisasi Indeks Renstra

4,14 4 46 107.73] 4,23 445 105,20 | 4,25 4,16 o7.88 -

Terdapat kenaikan dan penurunan indeks capaian dari Tahun 2016 s.d. 2018,
yaitu tahun 2016 dengan indeks capaian 4,4 (sangat puas), pada tahun 2017 dengan
indeks capaian 4,46 (sangat puas) dan pada Tahun 2018 dengan indeks capaian
4 45 (sangat puas). Jika dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir, maka Kantor Wilayah
DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 telah memenuhi target.

Berdasarkan hasil survei hal-hal yang menyebabkan tercapainya target
adalah:
a. Sistem dan prosedur pelayanan
b. Pegawai dan petugas pelayanan
c. Sarana dan prasaran kantor

d. Layanan informasi

Mamun demikian, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur akan
melakukan berbagal pembenahan di tahun 2019 untuk meningkatkan kepuasan

pengguna jasa.

Ja-N  Persentase Kepatuhan Importir
Kepatuhan importir diukur dengan penilaian kepatuhan importir jalur kuning
dan jalur merah dalam proses pengeluaran barang. Proses pengeluaran barang
adalah serangkaian proses administratif yamh dilakukan oleh importir dalam rangka
pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur diukur atas importir
yang pada penjaluran PIB ditetapkan sebagai jalur kun%ing dan/atau merah.

Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas
penyerahan hardcopy dokumen, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan
penyerahan DMP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas wakiu penyerahan
hardcopy dokumen dan PKE sesuai dengan Peraturan Direkiur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk
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>

Dipakai dan batas wakiu penyerahan DMP sesuai dengan Peraturdn Menteri
Keuangan Nomor PME-34/PME.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan
Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui
kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan
sebagai pelengkap pemberitahuan pabean.

Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul
12

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan
Kepabeanan 24 x T)

Terhitung sejak SPJK dan SPJM
2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberntahuan atas kesiapan barang
untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap
pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa.

Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12:
- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)

- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan
Kepabeanan 24 x T)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

3. Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan SPJM)
Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan
DMP selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.
Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur kuning dan jalur
merah:
a. Dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen
tersebut hanya untuk penyerahan hardcopy dan/atau PKE; dan
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- Pada kuartal |, 15% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi
kriteria patuh;

- Pada kuartal Il, 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi
kriteria patuh;

- Pada kuartal Ill, 50% dar jumlah dokumen PIB kuning dan merah

memenuhi kriteria patuh; dan

- Pada kuartal I¥v, 70% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah
memenuhi kriteria patuh

Pada tahun 2019 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 91,69% dari target
yang ditetapkan sebesar 80% sehingga indeks capaian berwarna hijau pada angka
114,61. dengan rincian realisasi antara importir yang patuh dan tidak patuh adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.7.1 Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir

Komponen Kepatuhan Limportir yang patuh Limportir Persentase
Kapanl:mpe;;arahan 1,25 Hari 1,25 Hari 1.25 Hari
K.epatuhan penyerahan PKB 0,12 Hari 0,38 Hari 0.23 Hari
Kepatuhan penyerahan DMP 180 170 182
Capaian IKU
Kepatuhan Importir 287 33 91, 60%

5b-N  Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Piutang Kepabeanan dan Cukai memupakan jumiah tagihan yang berupa
pungutan negara dari pengguna jasa akibat pengguna jasa tersebut melakukan
kegiatan bisnis yang berhubungan dengan impor, ekspor maupun barang yang
dikenakan cukai. Dokumen sumber awal terbitnya piutang kepabeanan dan cukai
dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.8.1 Sumber Awal Terbitnya Piutang Kepabeanan dan Cukai

| 3cukai |
wiE-1
1A
= Yoorutalsg LSPPEK -iN-3
Aunh Handing LSPEBK = 5TCK-1
= SPTNP KEF Esberstan Floapor - 5PEEp
=3PP - SPERS
u SRGA  WEF Wabaroten Coisi
KEP Ksbaraban impar
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Melihat tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan impor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari
PIB Berkala, PIBK PJT, Vooruitslag, Rush Handling, SPTNP, SPP, SPSA, dan
Keputusan Keberatan Impor.

2. Untuk kegiatan ekspor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari
PEB, Surat Tagihan, SPPBK, SPEBK, Keputusan Keberatan Ekspor.

3. Sedangkan kegiatam yang berhubungan dengan cukai sumber awal terbitnya
piutang kepabeanan berasal dari CK-1, CK-1A, CK-5, STCK-1, SPPBP, SPPSA
dan Keputusan Keberatan Cukai.

REALISASI PIUTANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Dalam menunjang realisasi penermaan, Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur memiliki Indikator Kinerja Utama (IKLU) persentase piutang
bea dan cukai yang diselesaikan yang kewenangan pengolahan datanya diberikan
kepada Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai. Rumus perhitungan IKU piutang
adalah sebagai berikut:

Rumus KU Piutang:

I Penyelesaian piutang lancar

X 100%
I Piutang lancar

Keterangan:

1. Piutang lancar adalah jumlah piutang yang terbit sejak 1 Januari 2017 s.d.
31 Desember 2018 dan piutang yang terbit sejak 1 Januari s.d. 31 Oktober
2019 ditambah piutang yang terbit 1 November s.d. 31 Desember 2019
dalam hal piutang tersebut telah diselesaikan di tahun 2019.

2. Penyelesaian piutang lancar merupakan penyelesaian piutang yang
dizelesaikan pada tahun 2019 yang telah dikurangkan dengan penyelesaian
piutang macet yang diselesaikan pada tahun 2019.

Menggunakan rumus tersebut diatas, realisasi IKU Persentase Piutang Bea
dan Cukai yang diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
tahun 2018 dipercleh sebagai berikut:

3?)
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Realisasi IKU Piutang:

= 118,367 910,000x 10:0%
118,367,910.000
=100%

(Realisasi IKU Piutang sebesar 100% dari target penyelesaian piutang
sebesar 90,30%)

Posisi Piutang Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pertanggal 31
Desember 2019

Tabel 3.8.2 Data Realizasi penyelesaian piutang

Penyelesalan Plutang Lancar

Jumiah Plutang terbit Jumniah plutang
Perseniase

1 Jamuarl 2017 =.d 31 yang diselesalkan

Penyelesalan
Desember 2019 s.d Bulan Pelaporan

RpllE,367.510,000 | RpllE, 367,910,000 100%

Sumber: Data Piutang Hasil Rekonsiliasi

Perbandingan persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan dari tahun
2017-2019:

Tabel 3.8.3 Perbandingan Realisasi penyelesaian piutang 2017-2019

Realisas 2817 Realizaszl 7018 Realisas] 201%

Target  Realisas Inadeics Target Realisas| Ingeics Target Reallsas Incizics

Persentase
piutang bea )

82% | 9291% | 111,30 | 903% | 96,58% | 106,95 | 90.3% 100% 110,74
dan cukai yang

diselesaikan

Berdasarkan tabel di atas, maka setiap tahun Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang telah

dilaksanakan dalam mengoptimalkan pencapaian target penyelesaian piutang:

1. Pembinaan dan bimbingan terkait realisasi penyelesaian piutang kepada KPPBC
maupun pihak ekstemnal secara intensif;

2. Adanya kesadaran pihak tertagih untuk menyelesaikan kewajibannya;

3. Pemberitahuan ke KPPBC terkait keterlambatan pengiriman laporan LP.1 dan
LP.2 serta laporan Penagihan dan Pengembalian ke KPPBC;

4. Asistensi ke KPPBEC dalam hal terdapat potensi piutang tidak tertagih.
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6a-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kajian adalah proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di
organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi kedepan. Capaian
IKW ini secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9.1 Capaian [KU Penyelesaian Kajian

Realisasi Indeks

Indeks Panghitungan Capaian IKU Indeks 3 3,685 120
Penyelesaian | penyelesaian kajian kepabsanan dan cukai
Kajan  di | adalah sebagai berikut - (ks o) | (Susng)

poard . | capaian U Kajian= (ndeks A x 35%) +
pabeanan | - ieks B x 30%) + (Indeks C x 35%)
dan Cukai

A. Unsur Penyelesaian Kajian Kepabeanan dan
Cukai :(35%)

1 = jika telah diakukan pembahasan terkait
tema dan judul kajian

2 = jika draft kajian yang disusun ftelah
disampaikan dan disetujui Pimpinan Unit

3 = jika draft kajian telah disampaikan kepada
Direktur Kepatuhan Internal

4 = jika kajian sesuai dengan draft kajian yang
disampaikan kepada Direktur HKepatuhan
Intermal.

B. Unsur penyampaian Kajian Kepabeanan
dan Cukai : (30%)

1 = jika kajian disampaikan ke Direkiur
Kapatuhan Internal lebih dari tanggal 30
Saptember tahun berjalan

2 = jika kajian disampaikan ke Direkiur
Kepatuhan Internal paling lambat tanggal 30
Saptember tahun berjalan

3 = jika kajian disampaikan ke Direkiur
HKepatuhan Internal paling lambat tanggal 31
Agustus tahun berjalan

4 = jika kajian disampaikan ke Direkiur
Kapatuhan Internal paling lambat tanggal 31
Juli tahun berjalan

C. Unsur Penilaian Kualitas Kajian Kepabeanan
dan Cukai : (35%)

Mengacu kepada penilaian kualitas kajian dari
tenaga pengkaji yang dikonwversi sesuai tabel
Konwersi.

Kaijian di bidanE Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur mengambil tema “Penguatan Tugas Pelayanan dan Pengawasan
Ekspor Batubara di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur”, kajian
dilakukan berdasarkan kondii yang teradi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC

Kalimantan Bagian Timur.
Kajian memuat halhal sebagai berkut JudulTema Kajian, Latar
Belakang.Tujuan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Dasar Hukum, Pengertian
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um, Metode Peneliian, Kondisi Rill Permmasalahan, Solusi Pemmasalahan,

Kesimpulan dan Saran.

Kaijian dinyatakan selesai jika telah disampaikan melalui nota dinas Kepala

Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan ditembuskan kepada
Direktorat Kepatuhan Intemal. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah
mienyampaikan kajian dengan Nota Dinas Nomor: ND-456/BWC.16/2019 tanggal 18

Juli

2019 dan telah di presetasikan pada tanggal 3 Oktober 2019.
Dari kajian diatas secara singkat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagin Timur dan Kantor Vertikal yang berada

dibawahnya sudah melakukan langkah-langkah terkait penanganan dan antisipasi

terkait Pelayanan dan Pengawasan Ekspor Batu Bara, antara lain:

a. Membuat Program Jangka Pendek dan Panjang terhadap Pelayanan dan

Pengawasan Pemuatan Batu Bara di Luar Kawasan Pabean.
- Rencana Program Jangka Pendek (1-2 tahun)

i. Pengawasan Muat Ekspor Batu Bara diluar Kawasan Pabean oleh Petugas
Dinas Luar demgan mekanisme Manajemen Risiko, dan Penataan kembali
Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Anggaran untuk Pengawasan.

i. Melakukan profiing perusahaan Eksportir kategor Low Risk (Tidak

dilakukan Pengawasan Muat) dan High Risk (dilakukan Pengawasan Muat)
Rencana Pengawasan Batu Bara di Pos Bantu Bea Cukai Anggana
i. Jangka Pendek dan Jangka Menengah
Melakukan Patroli ke Anggana dengan menata ulang SDM, Anggaran
sampai tersedianya Pos Pengawasan dan Sarana Prasarana di Anggana.
i. Jangka Panjang
Membangun Pos Bantu Pengawasan di Anggana dan melaksanakan
pengawasan untuk mendukung Pelaksanaan Tugas di Anggana.
Rencana Pengawasan Terpadu Batu Bara di Muara Pegah
Melakukan penugasan untuk Pengawasan Terpadu Batu Bara di Muara Pegah,
berkoordinasi dengan Pelindo (baik Jangka Pendek, Menengah, dan jangka
Panjang).

b. Melakukan Inventarisasi Kebutuhan dalam rangka Pengawasan Ekspor dan Antar
Pulau terhadap Barang tertentu dilingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian

Tirmur, meliputi

Kanwil DIBC

Komaoditi Batu Bara
CPO dan Turunannya
Kernel Kelapa Sawit
Kayu dan Rotan
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- HKepiting, lkan dan Hasil Laut lainnya

c. Membuat Perjanjian Kerjasama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jedenral Pajak Kalimantan Timur dan Utara Momor MolU-05/WPJ.15/2017 dan
MoUMWBC.14/2017 tentang Joint Analysiz antara Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Wtara dengan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur.

d. Membentuk Tim Pemetaan Proses Bisnis Penambangan Batu Bara Dan
Optimalisasi Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai,
Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Anggarandengan Target Sektor
Penambangan Batu Bara pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur,
berdasarkan KEP-104/WBC.16/2019 yang tugas dan fungsinya adalah:

- Inventarisasi dan pemetaan proses bisnis penambangan Batu Bara dari hulu
{perizinan) sampai dengan hilir (penjualan dalam negerifluar negeri (ekspor) dan
fransaksi keuangannya) termasuk di penelusuran proses bisnis yang teljadi di
sektor penerimaan negara (perpajakan/kepabeanan/PMNBP);

- Inventarisasi sistem informasi, dokumentasi, jenis — jenis datafinformasi yang
digunakan oleh masing — masing K/L yang berada didalam proses bisnis
penambangan Batu Bara tersebut;

- Menyusun kajian proses bisnis penambangan Batu Bara dar hulu sampai
dengan hilir secata komprehensif, lengkap dengan data otoritas K/L yang
menangani, aplikasi yang digunakan serta elemen data yang dimiliki;

- Menyusun usulan penyusunan system informasi proses bisnis penambangan
Batu Bara dari hulu sampai dengan hilir demgan web based applicafion dengan data
yang bersumber dari semua otoritas KJ/L yang berada didalam proses bisnis
penambangan Batu Bara tersebut;

- Melakukan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal
Anggaran dalam skema program sinergi reformasi Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Anggaran dengan target
sektor penambangan Batu Bara;

i. Perukaran Data

ii. Joint Analysis

iii. Joint Targetting

iv. Rekomendasi findak lanjut sesuai dengan tugas, fungsi dan/atau
kewenangan KL terkait secara mandin atau gas dalam skema kerjasama
antar K/L.

v. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lain dalam kerangka
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dan kepentingan pemetaan proses bisnis penambangan Batu Bara dar hulu

sampai hilir.

e. Laboratorium yang berada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur belum
memenuhi syarat untuk Uji Nilai Kalor Batu Bara, karena masih ditujukan untuk
menunjang pengawasan terhadap Komoditi yang berkaitam demgan penetapan
Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Sedangkan Batu
Bara berdasarkan PMK 184/PME.010v2018 bukan termasuk barang yang
dikenakan Bea Keluar.

Terdapat beberapa rekomendasi dalam kajian ini, terkait Penguatan Tugas
Pelayanan dan Pengawasan Ekspor Batubara di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur, rekomendasi tersebut antara lain:

a. Integrasi data antara surveyor, DJBC, Kemendag, dan Kementerian ESDM.
Pembentukam pos pengawasan KPPBC vyang mengawasi perusahaan
pertambangan Batu Bara. Pembentukan pelabuhan khusus ekspor Batu Bara.

b. Perbaikan tata kelola ekspor Batu Bara yang memungkinkan DJBC dapat
melakukan pengujian mandiri terkait kuantitas dan nilai kalori dari Batu Bara
dengan membangun Laboratorium Barang Bea Cukai yang dapat melalukan
pengujian Batu Bara secara independent, objektif dan tanpa pungutan PNBP.

Data DHE dari Bank Indonesia yang diterima oleh Direktorat Informasi
Kepabeanan dan Cukai DJBC agar dapat diintegrasikan dengan CEISA Ekspor
sehingga masing-masing kantor pabean dapat melaksanakan upaya pegawasan
lebih dini dalam upaya menjaga devisa negara.

Peningkatan tata kelola pemanfaatan IT di masing-masing eselon |
Kemenkeu agar lebih terintegrasi, khususnya DJP, DJBC, dan DJA yang dimulai
dengan:

1. Digitalizasi LS ang terintegrasi dengan PEE dan laporan SPT dantara K/L terkait,
DJBC, dan DJP yang dilaksanakan Bersama-sama dengan integrase portal
pembayaran PPh Pasal 22 ekspor dan kepatuhan pembayaran pajak di DJP
(KSWP) dengan Sistem CEISA di DJBC;

2. Integrasi data royalti cleh DJA Bersama-sama dengan DJP dan DJBC dalam
rangka rekonsiliasi data royalty produksi Batu Bara.

c. Surat Keterangan Perusahaan wyang temmasuk dalam Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) agar datanya dikirim langsung
oleh KL sehingga terintegrasi dalam system INSW.

d. Penambahan intensitas patroli laut dan intelijen serta penambahan jumlah dan jenis
anggaran dalam DIPA.
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e. Agar dilakukan joint audit terhadap perusahaan tambang Batu Bara tehitama yang
memiliki PKP2B secara simultan bersamaan dengan anak-anak perusahaan
tambang Batu Bara tersebut yang menjadi sub kontraktomya.

f. Menugaskan pegawai di pos pengawasan dengan system rolling dan kumandah
serta mengajukan permohonan penambahan sarana dan prasaran serta SDM.

g. Penyempurnaan Ketentuan Tata Laksana Ekspor yang mengakomodir Kategori
Profil Resiko Eksportir untuk pemeriksaan di luar Kawasan Pabean.

h. Melakukan mitigasi risiko, profiing, membentuk system pengawasan onfine dan
realtime misal dengan CCTV.

i. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi lain.

j. Kualitas dan kuantitas SDM Pemeriksa Barang Ekspor perlu ditingkatkan.

k. Diklat Pemeriksa Barang Ekspor secara periodik dan terprogram.

Menambah peralatan penunjang Laboratorium yang berada di Kantor Wilayah
DJBC Kalimantan Bagian Timur agar mempunyai kemampuan untuk melakukan Ui
Milai Kalori Batu Bara.

Ta-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Kegiatan sosializasi dan kehumasan yang efekiif bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhimya akan
memperancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Indeks Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat
pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (stakeholders) terhadap
substansi‘materi pelatihan/sosializasi'workshop yang dilakukan oleh DJBC.

Variabel yang diukur adalah:

a) Acara (bobot 20%);

b) Mater (bobot 30%); dan

c) Narasumber (bobot 50%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisioner yang telah
disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

IKU ini untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peseria
(sfakeholders) terhadap ketentuan dan layanan DJBC yang menjadi materi
pelatihan/sosialisasl’ workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat
efektivitas pelatihan/sosializasi’ workshop.
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Tabel 3.10.1 Capaian IKL Efekiivitas Komunikasi dan Edukasi

Formula Target Realisasi Indeks

Indeks efektivitas Komuikasi dan B0 ar.21 114 36
Edukasi Keterangan:

0 = x<40 :Tidak efekiif

40 £ x = 60 : Kurang efektif
B0 x=T5 : Cukup efektf

75 € x<= 90 : Efekif

90 £ x < 100 : Sangat efektif

Dalam kurun waktu tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
telah melakukan kegiatan edukasi‘sosialisasi sebagai berkut:
- Sosialisasi tentang Minuman Keras yang Dianggap llegal pada tanggal 23 s.d. 25
Januari 2019 dengan indeks 96 35 (sangat efektif).

{Efektif) | (Sangat efektif)

- Sosialisasi tentang Ketentuan Impor Barang Kiiman dan Barang Bawaan
Penumpang dalam kegiatan Customs On The Street pada tamggal 24 Februari
2019 dengan indeks 96,85 (sangat efektif).

— Sosialisasi kepada Siswa-Siswi SMA/SMEK di Balikpapan pada tanggal 2 Maret
2019 dengan indeks 97,28 (sangat efektif).

- Sosialisasi tentang Anti Gratifikasi pada tanggal 26 s.d. 27 Maret 2019 dengan
indeks 98,50 (sangat efekfif).

- Sosialisasi tentang KITE IKM dalam kegiatan Customs Goes To Mall pada tanggal
6 April 2019 dengan indeks 97 .07 (sangat efektif).

Perbandingan realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun

2017-2019 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.10.2 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Komunikasi dan Edukasi

2017-2019
Realisxsi 2017 Realisasl 2018 Realisas| 2019
Targed Realisas. Inedefics Tanged Realisas] noeks Target Realisas. Indiedcs

Indeks
Efekiwitas oo &3, a L] ez a3 E

= 11211 {Bangat | 100.48 {Sangat | 11430
Komunikasi | (Efestiny | (Etektin (BT | TR |ty
dan Edukasi )

Berdasarkan tabel di atas maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
dapat memenuhi target indeks yang telah ditetapkan.

Hal yang mendukung dapat tercapainya target adalah pemberi materi pada saat
sosialisasi dan petugas Kehumasan memiliki pemahaman yang baik dan mamgpu
menyampaikan materi sosialisasi dengan efektif dan didukung peran serta aktif dan
keseriusan dari para pengguna jasa (sftake holders) dalam mengikuti kegiatan
tersebut. Mamun untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas edukasi dan

komunikasi akan menambah frekuensi kegiatan sosialisasi di waktu mendatang.
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8a-N Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan C i
Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai
yang berhasil ditindak ocleh petugas Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dan
KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.
Tindak lanjut temuan pelanggaran mempakan tindak lanjut terhadap temuan
pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sebagai berikut:
1. Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 huruf a sampai dengan
h Peraturan Direkiur Jenderal Bea dan Cukai Momor: P-533/BC/2010 tentang Tata
Laksana Pengawasan, yang dapat berupa:
a. pengenaan sanksi andministrasi berupa denda;
b. penyidikan;
c. penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Megara (BDNM) atau Barang Milik
Megara (BMM);
d. pemblokiran;
. rekomendasi audit;

- om

reekspor,;
g. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai; dan
h. pelimpahan ke Instansi terkait.
2. Pembekuan NPPBKC;
3. Pencabutan NPPBKC;
4. Pemusnahan Barang Kena Cukai.

Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan
dan cukai vang dilakukan ocleh unit penindakan Kanwil DJBC dan KPPBC sejak
tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan

dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian
Timur dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC
Kalimantan Bagian Timur adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.11.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran

; Jumlah Jumlah SBP wg I

Formele MU SBP  difindak lanjuti 129et Realisasi
Persantass ¥ SBF ierbit tabun 2018
tindak Langui yang ditindak. kanjuti
temuan N .
pelanggaran ¥ SEP yang forbit tanun, % 100 % 898 894 B2% 100%
Kepabeanan k]
dan Cukad

Terdapat 896 penindakan yang telah dilakukan dan diterbitkan Surat Bukti
Penindakan dan seluruhnya telah di tindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
Sehingga realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan
cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 100%.

Perbandingan realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran
kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
pada tahun 2017 s.d. 2019 dengan target renstra seperti tedinat pada table dibawah

ini:

Tabel 3.11.2 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran

Reallsasi 30147 Reallsasi 2018 Realizasl 7019

Targed Realisas| Indeks Target Realisas| indeks Target Realisas indeks
Persentases
tindai lanjul
e oo | smsem | 118me | 0w | ses3w | 1oma4n | &% 100% | 108,70
pelanggaran
Eapabeanan dan
cukal

Dari tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur telah dapat memenuhi target persentase tindak lanjut
temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan dalam perjanjian
kerja tiap tahun.

Tingginya persentase tindak lanjut temuan pelanggaran menunjukkan efektifnya
penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari operasi penindakan dan
patroli yang dilakukan baik patroli darat mauwpun patroli laut yang banyak
menghasilkan temuan. Selain itu informasi intelijen yang akurat juga dapat
miengarahkan pada temuan pelanggaran.

Hal-hal yang mendukung dapat tercapainya target |KU persentase tindak lanjut
temuan pelanggaran adalah :

a. Koordinasi dengan pihak ekstemnal dan internal yang baik;
b. Dana penindakan yang mencukupi baik dari DIPA maupun dari DOKPPN;
c. Kompetensi penyidik yang memadai;
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d. Pengambilan keputusan yang tepat dari atasan;

2. Sarana dan prasarana yang cukup.

Meskipun statistik di atas menunjukkan tingginya efektifitas penindakan yang
dilakukan, namun peningkatan kualitas SDM dan sarana penunjang lainnya juga
diperlukan sebab modus pelanggaran oleh para pelanggaran dibidang kepabeanan
dan cukai terus berkembang dan makin beragam.

Bb-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan
dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepabeanan dan cukai secara efekfif. Salah satu bentuk pengawasan yaitu
kegiatan patroli laut.

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau
sewakiu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan
menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-
tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan Sarana Operasi Laut adalah Sarana
Operasi berupa kapal patroli dan speedboat yang digunakan untuk melakukan patroli
laut dalam rangka pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Jumlah minimal hari pelaksanaan patroli laut yang dapat diperhitungkan dalam
capaian kinerja adalah :

a. Speedboat dan Kapal Patroli ukuran s.d. 15 meter = minimal 7 hari
b. Fast Patrol Boat ukuran 28m, 38m, 60m = minimal 14 hari

Pada tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantam Bagian Timur
merencanakan melaksanaan patroli laut sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali.
Pengukuran capaian IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan patroli di lingkungan
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi patroli yang dilakukan
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan patroli yang dilakukan oleh S
{ima) KPPBC dibawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur {belum
termasuk KPPBC Sangatta karena tidak memiliki armada). Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur merencanakan 9 {sembilan) kegiatan patroli laut dan 5 (lima)
KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 50
{lima puluh) kegiatan patroli lauwt.

Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur selama tahum 2019 sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali kegiatan
patroli laut dengan patroli yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak
68 patroli, menghasilkan penindakan sebanyak 24 (dua puluh empat) Surat Bukti
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nindakan dari 24 (dua puluh empat) kegiatan patroli laut, dimana dari 24 (dua puluh
empat) penindakan tersebut 11 (sebelas) diantaranya berdasarkan fargetting.
Formula IKU Persentase Efekfifitas Patroli Laut pada tahun 2019 mengalami
perubahan yakni, kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut dan pemanfaatan
informasi (targetting) ikut mendapat porsi dalam perhitungan capaian. Pengukuran
kinerja Persentase Efektifitas Patroli Laut meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 sehingga realisasi persentase Efektifitas
Patroli Laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 81,86%. Adapun
capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12.1 Rincian Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2019

Patroli Laut Patroli Lawt
yang Patroli Laut yang
Rencana Pelaksanaan  melakukan yang menghasilkan

Ho. Kantor Patrol

Lanst Patroli laut  Pemeriksaan menghasilkan  Penindakan

Sarana penindakan Berdasarkan
Pengangkut Targetting

1 | Balikpapan 12 14 (diskui 12) | 14 (diakui 12) 3 ] 77.50%
2 | Samarinda 12 13 (diskui 12) | 13 (diakui 12) 1 1 77.08%
3 | Tarakan 10 0 10 3 Fi 87.00%
4 | Bontang 8 11 (diakui &) [ 11 (diakui &) [ 4 00,00%
5 | Nunukan 8 8 B 3 Fi 82,50%
6 | Sangatta
7 | Kanwi g 12 {diakui 9) | 12 (diakui 9) 2 2 20,56%
Total 58 63 (diakui 58] | B (diakui 50) 24 11 81,36%

Tabel 3.12.2 Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2019

Formula IKU Target Realisasi
IPelaksanaan
Patroll Laut EPatroll Laut
yang yarg
. melasukan TPadmoll Laud menghasilkan
EFBE.'I'FEEE' Pamerksaan wang perlnil:d-akm
fekiivitas | rpesaksanaan Sarana menghasilkan berdasarkan T0% 81,86%
FPatroli Laut | patrotl Laut ypm-. | Pengangiut . | pemindakan oo ]  targetting  qeec
IRencana EPeiaksanaan IPelaks=anaan
Patroil Laut TPt mmrem— Patroll Lanit Patrall Laut
Paltroll Laut

Perbandingan realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran
kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
pada tahun 2017 s.d. 2019 dengan target renstra seperti terlihat pada tabel dibawah

ini:
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Tabel 3.12.3 Perbandingan Realisasi Persentase Efektivitas

2017-2019
Realisas] 3817 Realisasl 2018 Realisas 2013
Target  Reallsasd  Indeis  Target  Reallsas ndeks  Target  Realisasl  Indeks
Persertase
afesivitas patrodl 0% 02, % 107 0% TT. 707 111,08 L] a1,.00% 114,84
But

Dari tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa IKU Efekiifitas Patroli Laut
pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur selalu dapat dicapai memenuhi target
renstra yang ditetapkan dan terus mengalami peningkatan. Salah satu poin yang
mendukung peningkatan capaian IKU ini di tahun 2019 adalah dengan
diakomodasinya komponen kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut dan

penindakan by targetting.

Hal lainnya yang mendukung tercapaianya IKU ini adalah koordinasi dan
kerasama yang bagus antara Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah
DJBC Kalimantan Bagian Timur, KPPBC di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur dan Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Pantoloan serta
Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait terselenggaranya Operasi Jaring

Wallecea.

9a-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan
Kepatuhan Intermal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang
meliputi:
1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan
tugas
3. Persentase efektivitas pemantauan pengendalian utama
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja

5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan
dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC
berdasarkan Keputusan Direkiur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012
tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan DJBC.
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Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

1. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan
pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.

2. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis
kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola
dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada perode 1 Januari s.d.
30 Oktober 2019 (non operasional) dan 1 Januari s.d. 30 November 2019
{operasional) ditambah salde pengaduan tahunm 2018 yang masih belum selesai
diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2019
dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2019.

Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang
dianggap selesai diproses pada tahun 2019 dari pengaduan yang diterima.

Pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak lanjut pengaduan:

1. Direktorat Kepatuhan Intemnal bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan
dan tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional {pelanggaran
disiplin dan kode etik) yang diterima oleh DJBC;

2. Kantor Wilayah DJBC bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan
masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etk pada Kantor
Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor
pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya;

3. KPUBC, KPPBC, BPIE dan PSSO beranggung jawab untuk menindaklanjuti
pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik dan pengaduan
yang bersifat operasional di unit kerfjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti apabila :

1. Untuk Pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode
efik) telah diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT}) ocleh Pengkaji DJBC
{Direktorat Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC, KPPEC, BPIB dan PS0);

2. Untuk Pengaduan masyarakat operasional telah diterbitkan surat/Mota Dinas
penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat PerintahiTugas tindak lanjut oleh
UKKL

Pengaduan dianggap selesai diproses, apabila:

1. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau

2. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaii, atau

3. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
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4. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator
mendapatkan respon dan pengadu dalam wakitu 14 hari kalender.

PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian
kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi
lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Temuan PKPT terdiri dari:

a. ketidaksesuaian objek PKPT dengan peraturan perundang-undangan, peraturan
kedinasan, keputusan, dan/atau ketentuan lain; dan/atau
b. ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan/atau ketidakekonomisan objek PEPT,

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan
dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT
sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui
surat/nota dinas Direkiur Kepatuhan Intemal kepada:

1. Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT; danfatau
2. Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan
pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi
PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi yang dibuat
dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Intemal oleh Pimpinan Unit Kerja Objek
PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

1. tindak lanjut rekomendasi PKPT sesuai dengan rekomendasi PKPT;

2. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PEPT, namun
lebih efekiif pertimbangan Direktur Kepatuhan Intemal; atau

3. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT
dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direkiur
Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi
PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:
1. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun
berjalan; dan
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Rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti

namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.
Catatan:

1. Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai
dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang
dibuat oleh Unit Kepatuhan Intermnal.

2. Rekomendasi PEPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun

berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun

berjalan.

PEMANTAUAN PEGENDALIAN UTAMA (C)

Pemantauan Pengendalian Intemn adalah proses penilaian atas mutu kinerja
system pengendalian intern dari waktu ke wakiu. Pemantauan dilaksanakan melalui
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dar keduanya.
Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pegawasan/supervise oleh
manajemen yang melekat dalam operasi normal suatu entitas. Evaluasi terpisah pada
Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui pemantauan pengendalian utama dan
pemantauan efekdifitas implementasi dan kecukupan rancangan yang dilakukan oleh
pelaksana pemantauan pengendalian intern.

Pada awal tahun 2019, Direktorat Kepatuhan Intermal menyampaikan ND-
621/BC.08/2018 tangogal 27 Desember 2018 tentang Penyampaian Rencana
Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2019 di Lingkungan DJBC yang memuat tentang
kegiatan yang akan dipantau cleh Unit Kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur yang terdiri dari:

a. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan.

b. Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KTO1),
Penerbitan Surat Pembentahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dan Pengembalian
Jaminan Dalam Rangka Fasilitas Pembebazan Bea masuk atas Impor Barang dan
Bahan Untuk Diclah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk
Diekspor.

c. Pelayanan Keberatan di Bidang Kepabeanan.

Pemantauan Pengendalian Utama dilaksanakan dengan menggunakan kertas
kera yang formatnya telah dibakukan oleh Direktorat Kepatuhan Intemnal. Jika pada
kegiatan yang dipantau terdapat ketidaksesuaian antara pelaksamaan dengan kertas
kerja yang digunakan, maka akan dituangkan pada Laporan Hasil Pengujian
Pengendalian Utama sebagai temuan. Dan atas temuan tersebut Unit Kepatuhan
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Internal akan membenkan rekomendasi atas temuan tersebut. Rekol dasi atas
temuan Pemantauan Pengendalian Utama ini menjadi sub IKU pada IKU Rata-Rata
Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Intemal.

EVALUSI PENGELOLAAN KINERJA (D)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian
pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standantarget Kinerja
atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam
rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk

tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan Kinera organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan
kinerja.

Evaluasi pengelolaan kinera dilaksanakan dengan berpedoman pada
Keputusan Direkiur Jenderal Bea dan Cukai Momor KEP-TGR/BC/2017 tentang
Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur:
1. Evaluasi Kinerja Sistemn (System Performance Evaluation)
2. Evaluasi Kinerja Strategis (Strategic Performance Evaluation).

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan
Hasil Evaluasi {LHE } yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi
evaluasi. Penyampaian LHE diseriai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas
rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai  koalitasnya melalui kuesioner yang
disampaikan kepada evaluee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu
kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.
Kuesioner penilaian kualitas rekomendasi adalah kuesicner yang distandarkan oleh
Direktorat Kepatuhan Internal.

Rekomendasi yvang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluee
diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal
ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluee terhadap rekomendasi evaluasi
pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma

lima).
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Ewvaluee harus menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil
Ewvaluasi dan Evaluator harus memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang
dilakukan cleh evaluee tersebut.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapanftindaklanjut dari
Unit Kerja tempat dilaksanakannya Evaluasi pengelolaan Kinerja telah disampaikan
kepada Direktorat Kepatuhan Internal dengan surat kepala Unit Kerja terkait.

Pada tahun 2019, Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBEC Kalimantan Bagian
Timur melaksakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja terhadap 3 KPPBC sebagai berikut:

a. KPPBC TMP B Tarakan : 93,62 (A "Baik")
b. KPPBC TMP C Munukan : 92,20 (A "Baik")
c. KPPBC TMP B Samarinda : 93,63 (A "Baik")

Dari hasil diatas diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan kinerja pada
ketiga KPPBC tersebut telah berjalan dengan baik.

CAPAIAN IKU

Capaian IKU rata-rata persentase tingkat efeklivitas monitoring dan

pengawasan kepatuhan internal dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13.1 Capaian |IKL Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kl

Formula Target Realisasi Indeks

Rata-rata Persentase

Tingkat Efektivitas + + +

Monitoring dan L B6% 100% 116,28
Pengawasan Kepatuhan

Internal

Pada tahun 2019 berdasarkan tabel IKU Rata-rata Persentase Tingkat
Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Intemal di atas diketahui target
dapat tercapai dengan baik. Hal ini didukung oleh kinerja Bidang Kepatuhan Intermal
yang optimal dengan sumber daya manusia yang ada. IKU ini dalam pencapaiannya
didukung dengan beberapa pencapaian sub IKU yang secara rinci dapat kami
sampaikan sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti objek PKPT
Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
telah melakukan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terhadap 2

{dua) kegiatan antara lain:
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a. Kegiatan Pelayaman dan Pengawasan atas Perizinan tel Tempat
Penimbunan Berikat & KITE
PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada triwulan Il dengan jumlah
rekomendasi 10 (sepuluh) dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara
memadai pada ND-63/WBC_16/BD.05/2019 tanggal 10 April 2019.
Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

b. Pengelolaan Arsip Surat/Dokumen

PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada triwulan |1l dengan jumlah
rekomendasi 6 (enam) dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara
memadai pada ND-1400WBC.16/BD.05/2019 tanggal 14 November 2019.
Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

2. Persentase rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja yang ditindaklanjuti

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
di tahun 2019 telah melakukan evaluasi pengelolaan kinerja sebanyak 3 (tiga) kali
pada KPPBC TMP B Tarakan dengan hasil evaluasi diterbitkan 3 (tiga)
rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, KPPBC TMP
C MNunukan dengan hasil evaluasi diterbitkan 2 (empat) rekomendasi yang
seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, dan KPPBC TMP B Samarinda
dengan hasil evaluasi tersebut dihasilkan 4 (empat) rekomendasi yang seluruhnya
telah ditindaklanjuti secara memadai. Sehingga untuk capaian sub [KU ini adalah
100%.

3. Perzsentase penyelesaian proses pengaduan

Untuk sub KU ini Kantor Wiayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat operasional
dan non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan
melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan
pelayanan di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2019 terdapat 5 (lima) pengaduan melalui SIPUMA yang sifatnya
operasional dan seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan
selesai oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah
100%.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada KPPBC TMP B
Balikpapan ada 3 (tiga) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas:

a. Barang ditahan (Barang kiriman dari Singapura)
b. Target penyelesaian masalah
c. Barang ditahan (Sex Toys)
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Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada KPPBC TMP C
Nunukan ada 2 (dua) pengaduan dan telah diindaklanjuti dengan tuntas:
a. Impor Pakaian Bekas dari Malaysia
b. Penyelundupan Pakaian Bekas dari Malaysia

4. Persentase tindak lanjut rekomendasi Pemantauan Pengendalian Utama

Untuk sub KU ini, unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab atas
pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas temuan Pemantauan
Pengendalian Utama yang dilakukan di tiap bulan berjalan. Pada tahun 2019
terdapat 1 (satu) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti dengan memadai. Sehingga
capaian atas sub KU ini adalah 100%.

Adapun kesimpulan dari kelima sub IKU rata-rata persentase tingkat efekfivitas
monitoring dan pengawasan kepatuhan internal capaiannya adalah 100% sehingga
ketika disandingkan dengan formula perhitungannya maka capaian untuk IKU ini
adalah 100%.

Tabel 3.13.2 Perbandingan Realisasi Efeklivitas Monitoring dan Pengawasan Kl
2017-2019

Realisas| 2917 Realisasi 2018 Realisas| 2013 Tanget
. Aenstra
Target  Aealisas]  Indeis Target Reallsas ndeks  Tarpet  Reallsas Indeks

Persentase
tingkat

efekiifitas
mznitoring dan
pengawasan
kepatuhan
internal

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target Rata-rata Persentase Tingkat
Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal diantaranya:
a. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bidang Kepatuhan Internal dengan
Unit Kepatuhan Intemal pada KPPBC.
b. Adanya monitoring secara berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi dari
Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
terhadap Bidang/Bagian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

9b-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas

Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah APF internal pemerintah yaitu

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Hjen) dan Badan Pengawasan
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Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF ekstermal pemerintahyaitu Badan

Pemeriksa Keuangan Rl (EPK RI).

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang
direkomendasikan oleh APF kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.
Audit APF yang ditindaklanjuti yaitu

. Hasil audit atas kinerja DJBC (compliance audif) cleh ljen;

. Hasil audit atas belanja barang DJBC oleh Hjen;

. Hasil audit atas belanja modal DJBC oleh Itjen;

. Hasil monitoring dan evaluasi cleh Itjen;

. Hasil audit BPKP;

. Hasil audit atas kinerja DJBC (compliance awdit) oleh BPK RI;

. Hasil audit BPK RI.

Saldo Rekomendasi adalah :

1. Jumilah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal ({Dit. KI1)), Unit
Organisasi Eselon |l Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan
P30) selama periode 1 Januar s.d. 31 Oktober 2019, ditambah;

2. Saldo rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses
{belum selesai) danfatau belum ditindaklanjuti yang ada pada Dit. K, Unit
Organigasi Eselon Il Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC KPUBC, KPPBC, BPIB dan
PS0O berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil
Audit (LHA), dan Berita Acara Pembahasan Bersama yang diadministrasikan oleh
Dit. Kl berkoordinasi dengan APF.

Tanggung jawab tindak lanjut:

1. Dit. Kl selaku koordinator tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF bertanggung
jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil audit
APF yang diterima ocleh DJBC selain menindaklanjuti rekomendasi hasil audit APF
yang diterima oleh Dit. Kl itu sendiri;

b = I & N - 1 T %

2. Unit Organisasi Eselon || Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk
menindaklanjuti rekomendasi hasil audit APF yang diterima;

3. Kanwil DJBC/KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil
audit APF pada Kanwil DJBC /KPU BC dan melakukan pemantauan tindak lanjut
pada KPPBC dan/atau UPT di wilayah kerjanya;

4. KPPBC, BPIB, dan P50 bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi
hasil audit APF di unit kerjanya masing-masing.
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Terdapat dua kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu
ditindaklanjuti dan tuntas. Tindak lanjut yang diperhitungkan adalah tindak lanjut dari
unit yang memiliki saldo rekomendasi APF pada tahun berjalan.

Kriteria telah ditindaklanjuti untuk temuan BPKP dan BPK RI:

1. Dit. KI:
Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi APF dari
Unit Kerja DJBC (Unit Crganisasi Eselon |l pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC,
KPUBC, KPPEC, BPIB, dan PS0) kepada APF atau telah dilakukan pembahasan
bersama APF.

2. Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon |l pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC,
KPUBC, KPPBC, BPIB, dan PS0O):
Apabila telah mengiimkan bahan tindak lanjut rekomendasi APF kepada Dit. Kl,
menindaklanjuti rekomendasi itjen melalui aplikasi TeamCentral atau telah
dilakukan pembahasan bersama dengan APF.

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPKP dan BPK RI:

1. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan
diputuskan tuntas oleh APF;

2. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh
APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi ltjien menggunakan

aplikasi Team Central:

1. 0% jika rekomendasi belum ditindaklanjuti.

2. T9% jika telah menginmkan tindak lanjut rekomendasi.

3. 100% jika rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh Kjen.

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF dapat
disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF

Fermula Indeks

Target Realisasi

(¥ (0,75 x Jml rekomendasi APF yg

Persentase tindak telah ditindaklanjuti namun belum

4 " dinyatakan tuntas + 1 x Jmil
farjut relomendas rekomendasi APF yg telah dinyatakan T6% 100% 120
hasil audit Aparat tumtas)

)

% Jml saldo rekomendasi APF)
¥ 100%

Pengawas Fungsional

58
Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur ‘



LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (Kanwil DJ albagtim)
memiliki 19 saldo rekomendasi dar APF pada tahun 2019, yang seluruhnya telah

diputuskan ‘tuntas’ oleh APF, dengan rincian:

1. 19 rekomendasi dari ltjen, dengan rincian:
a. 2 rekomendasi untuk Kanwil DJBC Kalbagtim.
b. 15 rekomendasi untuk KPPBC TMP B Balikpapan.
c. 2 rekomendasi untuk KPPBC TMP C Munukan.

2. Tidak ada rekomendasi dari BPKP.

3. Tidak ada rekomendasi dari BPK RIL.

9¢-N  Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC digunakan untuk mengukur
penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan
dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang
meliputi pelaksanaan rapat MR, penyampaian laporan, realisasi mitigasi, dan TkPMR
dengan bobot yang telah ditentukan.

Adapun untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berkut:
IKW Efektivitas Implementasi MR =15% (FA) + 15% (3 B) + 50% (FC) + 20% (FD)

Keterangan:

A = Pelaksanaan rapat MR

B = Penyampaian laporan MR

C = Realisasi Mitigasi Risiko

D = TkPMR

Catatan: Capaian maksimal pada masing masing komponen adalah 100%.

Pelaksanaan rapat MR adalah sebagai berikut:

1. Rapat Penyusunan profil nisiko dan rencana penanganan risiko
2. Rapat Pemantauan Triwulan |

3. Rapat Pemantauan Triwulan ||

4. Rapat Pemantauan Triwulan 111

5. Rapat Pemantauan Triwulan IV

Laporan Manajemen Risike merupakan dokumen yang menyajikan informasi
terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna
sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta
umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Laporan MR terdiri dari:

1. Piagam MR yang dilampin dengan Penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan
Rencana Penanganan Risiko
2. Laporan Pemantauan Triwulan |
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Laporan Pemantauan Triwulan ||
4. Laporan Pemantauan Triwulan 11
5. Laporan Pemantauan Triwulan [V dan Tahunan

Laporan Piagam dan Laporan Pemantauwan I, I, lll, IV dilaporkan kepada unit
Eselon diatasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan
dan Perencanaan Strategis (soficopy Ms. Excel) melalui email: subdit.mri@gmail.com

Rapat MR dapat Dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan
SE-16/BC2017.

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk
menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar
levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan
keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilin oleh masing-masing
Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka wakiu periode berjalan {1 tahun).

Tingkat kematangan / kemandirian penerapan manajemen risiko (TEPMR)
adalah kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan
secara efektif sesuai dengan rencana. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan
umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempumaan
sisten manajemen risiko. TEPMR berfungsi menilai kualitas penerapan manajemen
risiko yang dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara pelaksanaan TKPMR sesuai
dengan ketentuan yvang beraku.

Pada tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah
melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) aksi pengendalian. Selain itu, terkait dengan
kewajiban pelaksanaan MR secara tiwulan dan penyampaian laporan triwulan juga
sudah dilaksanakan. Adapun 9 (sembilan) aksi pengendalian tersebut adalah sebagai
berikut:

a. Menyampaikan permmintaan data rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan
RPD tiap Bidang;

b. HKoordinasi dan asistensi penentuan pos pengawasan khusus KPPBEC Samarinda
di Anggana dan Pos pengawasan bersama di Muara Pegah;

c. Pembuatan dan pengembangan aplikasi profile eksportir Batubara yang
mengajukan permohonan pemuatan di luar kawasan pabean;

d. HKoordinasi mendirikan pos pengawasan bersama dengan instansi terkait di
Bambangan, Sebatik, Kab. Nunukan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah
perbatasan;

e. Menyampaikan usulan kepada Direkotrat Kl untuk memberikan informasi melalui
mekanisme di luar aplikasi SIPUMA dalam hal terdapat pengaduan baru yang
harus ditindaklanjuti;

f.  Melakukan asistensi tentang penanganan pengaduan melalui aplikasi SIPUMA;

g. Mengajukan surat permintaan Diklat editing ke Kantor Pusat;
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h. Mengajukan surat permintaan Diklat Jurnalistik ke Kantor Pusat;
i. Mengajukan surat ke stakeholder untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan
Bimtek terkait fasilitas KITE.
Perbandingan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Implementasi Mitigasi Risiko
di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018-2019 dapat disajikan
sebagai berikut:
Tabel 3.15.1 Capaian IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Tahun 2018 Tahun 2019

Formula
Target Realisasi Indeks Target Realisasi Indeks

Fersentase | 155 (TA) + 15% (TB)

Efektivitas + 50% (FC) + 20%

(D)
Implementasi T5% B9,42% 120 T5% a7 58% 120
Manajemen 15%( 100) +15%(100)
o + 50%({100)+
Risiko 20%(87,82)
10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
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Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2019 adalah
kegiatan pelatinan yvang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kKetrampilan
pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Beberapa ketentuan pelaksanaan pelatihan yang diukur kinerjanya melalui IKU
ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berupa in house Iraining, workshop,
lokakarya, dan internaligasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing.

2. Tujuan pelatihan
a. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan;

b. Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di  Bidang
Kepabeanan dan Cukai dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas;

c. Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.

3. Tema yang dipilih sebagai materi pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi
yang meliputi:

a. Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

b. Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi {contoh:
Pelatihan bahasa asing, pelatihan penggunaan alat scan narkotika/cukai, SLA,
dily;

4. Narasumber merupakan pihak intemal atau ekstemal DJBC yang memiliki
kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Narasumber dapat berasal dari
unit masing-masing.

5. Ketentuan peserta pelatihan pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:
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a. Khusus untuk Unit eselon |l Kantor Pusat DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada

unit tersebut dan unit vertikal terkait (jika tema materi merupakan peraturan dan
ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang perlu diberikan kepada
unit vertikal).
Contoh: Direktorat P2 mengadakan pelatihan deteksi pita cukai terkait operasi
pasar BKC ilegal, maka dalam pelaksanaannya dapat mengundang Direktorat
Teknis dan Fasilitas Cukai, Subdit Humas Direktorat KIAL, dan KPPBC yang
terkait.

b. Pada Kanwil DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit Kanwil tersebut.

c. Pada KPPBEC, P30 BC, dan BPIB, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut.

6. Kegiatan pelatihan pada tahun 2019 dilakukan sebanyak minimal 4 kali dalam
setahun.

7. Pelaksanaan pelatihnan wajib dilkuti dengan pengujian soal Pre-Post Test terhadap
peserta pelatihan.

8. Soal Pre-Post Test adalah soal yang sama, yang dibuat oleh Marasumber dan diisi
oleh peserta pelatihan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pelatinan.

9. Soal yang digunakan dalam pengujian berupa soal benar/salah atau pilihan ganda
berjumlah 10 soal.

10. Tujuan dar pengujian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta

pelatihan.

11. Pelaksanaan IKU ini tidak dapat beririsan dengan kegiatan P2KP (satu kegiatan

tidak dapat diklaim sebagai capaian IKU ini dan capaian [KU P2KP).

12. Penilaian Peningkatan Kompetensi Pegawai

a. Persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta
pelatihan yang mendapatkan predikat efektif (30%) dan persentase rata-rata
nilai posi-test peserta (30%).

b. Peserta pelatihan yang mendapatkan predikat yang efekiif adalah peseria
sebagai berikut:

1) Peserta dengan nilai post-test 27 poin {lebih dan atau sama dengan 7 poin),
atau

2) Peserta dengan nilai post-test = 6 poin, namun nilai tersebut meningkat
minimal 2 poin dar hasil pre-test yang dilaksanakan sebelum kegiatan, atau

3) Peserta dengan nilai post test = 5 poin, namun nilai tersebut meningkat
minimal 3 poin dar hasil pre-fest yang dilaksanakan sebelum kegiatan.
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Gambar 3.2 Simulasi Penentuan Pelatihan yang Efektif

Simulasi penentuan pelatihan yang efek
No  |Peserta Milai Pre Test |Milai Post Test Predikat
1 [regawaia 7 3 Efektif
? |PegawaiB 8 [ Efektif
3 |PegawaiC 8 7 Efektif
4 |I'-‘eg;awai D [ [ Tidak efektif
5 |I'-‘egawai E E [ Tidak efektif
6 |PegawaiF 4 [ Efektif
7 |repawsic 3 3 Efektif
8 |I'-‘egawai H 4 5 Tidak efektif
9 |Pegawail 3 5 Tidak efektif
10 |Pegawail ] 5 Efektif

Capaian |IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai:

Tabel 3.16.1 Capaian IKL Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Formula Target Realisasi
50% x ¥ Peserta
pelatihan yg mendapat 50% x Rata-rata nilai
predikat efektif . post test 70% 85,83% 120
¥ Peserta pelatihan 10 poin
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Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah dilaksanakan Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2019, antara lain:

1. Pengelolaan Kinerja bagi Pegawai dengan hasil 91,47%;

. Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan dan Pemberian Informasi Kepabeanan
dan Cukai melalui Media Massa dengan hasil 91%;

. Kewajiban Pelaporan SPT, ALPHA, dan LHKPN dengan hasil 96,80%;

. Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) dengan hiasil 93 46%:

. SE-14/BC/2018 tentang Penegakan Disiplin dengan hasil 98,50%;

. Fasilitas E-KITE {Pembebasan dan Pengembalian) dengan hasil 91,84%;

. Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Tahun 2020 dengan hasil 89.21%;

. Pengenalan Logo dan Motto Kanwil Kalbagtim demgan hasil 99,12%;

. Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dan Penegakan Disiplin terkait TKPKN dengan
hasil 93,82%;

10. Sosialisasi Aplikasi My Ceisa dengan hasil 98,33%;

11. Creafing Content Crealor dengan hasil 97,65%;

12. UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hasil 98,53%;

13. Pendayagunaan IT Inventory dan CCTV dengan hasil 98,53%;

14. Pengelolaan Kinerja dengan hasil 98,82 %;

15. Barang Larangan dan Pembatasan dengan hasil 95%;

16. Peningkatan Kualitas Penetapan Tarf dan Harga dengan hasil 98,26%;

17. Alur Penanganan Perkara dengan hasil 96,96%;

]

oo = oo b
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Pengelclaan BMMN dengan hasil 98 67%.

Berikut perbandingan target dan realisasi IKU persentase Peningkatan
Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018-2015:

Tabel 3.16.2 Perbandingan Capaian IKLU Efektivitas Implementasi
Manajemen Risiko Tahun 2018 s.d. 2019

Tahun 2018 Tahun 2010

Target Realisasi Indeks Target Realisasi Indeks

Persentase Efektivitas
Implementasi G0% 00.87% 120 T0% 05.83% 120

Manajemen Risiko

Terdapat kenaikan realisasi sebesar 3,51% yang artinya program peningkatan
kompetensi pegawai yang dilaksanakan di tahun 2019 lebih efektif dibandingkan
dengan pelaksanaan di tahun 2018. Efeklivitas peningkatan kompetensi pegawai ini
disebabkan oleh berbagai aspek, diantaranya adalah penyampaian atau penyajian
materi yang lebih informatif sehingga lebih mudah bagi pegawai yang mengikuti
peningkatan kompetensi pegawai tersebut untuk memahami dan mencema mater
yang diberikan oleh pemater sehingga didapatkan hasil program peningkatan
kompetensi pegawai yang efektif.

11a-N Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerfa Organisasi adalah kegiatan rapat
evaluasi capaian IKU Kantor Wilayah yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan
(SE-16/BC/2017) untuk membahas kinerja unit, isu utama dan implikasi, akar
masalah, tindakan yang telah dilaksanakan dan rekomendasi rencana aksi serta
mionitoring tindaklanjutriva.

Tabel 3.17.1 Capaian IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Target Realisasi Indeks
Persentase efektivitas
pelaksanaan Dialog Kinerja 90% 100% 11111
Organisasi

Sampai dengan bulan Desember 2019 telah dilaksanakan sebamyak 12 {dua
belas) kali Dialog Kinerja Organisasi Kantor Wilayah dengan rincian:
a. Januari 2019:

— Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Januar 2019 sesuai
MND-16MWBC.16/2019 tanggal & Januari 2019.
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Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d.
Desember 2018 sesuai surat nomor SP-18/WBC.16/2019 tanggal 10 Januan
2019.

Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

b. Februarn 2019:

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 11 Februari 2019 sesuai
ND-77AWBC_16/2019 tanggal ¥ Februari 2019.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d.
Januari 2019 sesuai surat nomor SP-24MWBC 16/2019 tanggal 15 Februan
2019,

Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

c. Maret 2019:

Pelaksanaan Dialeg Kinerja Organisasi pada tanggal 11 Maret 2019 sesuai ND-
155/WBC.16/2019 tanggal 6 Maret 2019.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d.
Februari 2019 sesuai surat nomor SP-46MWBC.16/2019 tanggal 11 Maret 2019.
Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

d. April 2019:

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 9 April 2019 sesuai ND-
224/WBC.16/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d.
Maret 2019 sesuai surat nomor SP-65/'WBC.16/2019 tanggal 10 April 2019,
Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

e. Mei 2019:

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 9 Mei 2019 sesuai ND-
296/WBC.16/2019 tanggal 2 Mei 2019.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d.
April 2019 sesuai surat nomor SP-83/WBC. 1672019 tanggal 10 Mei 2019.
Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

f. Juni 2019:

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai ND-
3J37/WBC.16/2019 tanggal 17 Mei 2019.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d.
Mei 2019 sesuai surat nomor SP-115WBC.16/2019 tanggal 18 Juni 2019.
Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

g. Juli 2019:

>
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Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 8 Agustus 2019 sesuai
ND-493/WBC.16/2019 tanggal 31 Juli 2019.

— Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pericde s.d.
Juni 2019 sesuai surat nomor SP-140/WBC. 1672019 tanggal 9 Juli 2019.

— Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

h. Agustus 2019:

— Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal & Agustus 2019 sesuai
ND-493/WBC.16/2019 tanggal 31 Juli 2019.

— Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur penode s.d.
Juli 2019 sesuai surat nomor SP-192WBC. 16/2019 tanggal 8 Agustus 2019.

— Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

i. September 2019:

— Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 September 2019 sesuai
ND-567/WBC.16/2019 tanggal 2 September 2019.

— Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d.
Agustus 2019 sesuai surat nomor SP-227/WBC.16/2019 tanggal 10 September
2019,

— Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

J. Oktober 2019:

— Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Oktober 2019 sesuai
MND-616/MWBC.16/2019 tanggal 1 Oktober 2019.

— Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur perode s.d.
September 2019 sesuai surat nomor SP-257/WBC.16/2019 tanggal 10 Oktober
2019,

— Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

k. November 2019:

— Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 11 November 2019 sesuai
ND-7T01/MWBC.16/201% tanggal 4 November 2019.

— Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d.
Oktober 2019 sesuai surat nomor SP-271/\WBC.16/2019 tanggal 11 Movember
2019.

— Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

|. Desember 2019:
— Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 5 Desember 2019 sesuai
ND-771/MWBC.16/2019 tanggal 2 Desember 2019.
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— Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pericde s.d.
Movember 2019 sesuai surat nomor SP-287/WBC.16/2019 tanggal 9 Desember
2019.

— Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

Perbandingan Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi di
lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2017-2019
dengan target seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.17.2 Perbandingan Realisasi IKU Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Reallsas! 2017 Realisas! 2012 Reall
Taget Reallsas] ndeks Target Realisas| ndeks Target Realizasl Indeks
Persentase
E'f_ﬂk""“a_s‘ ) B0 100% 11,11 | =0% 100% 11,11 0% 100% 11,11
Dialog Kinerja
Organisasi

Berdasarkan tabel perbandingan terlihat bahwa Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur selalu memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian
lebih dar 100%. Hal-hal yang mendukung tercapainya target adalah kedisiplinan dan
komitmen pimpinan unit beserta jajarannya dalam melaksanakan Dialog Kinerja

COrganisasi yang sudah direncanakan demi tercapainya sasaran strategis instansi.
11a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harnus
dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah
dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri
Keuangan MNomor SE-35/MK.01/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator
Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan
Kementerian Keuangan

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan
komponen proses. Komponen hasil dinilai dar 4 indikator yaitu capaian keluaran,
efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan
komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak,
pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur
SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase
Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi
70% komponen hasil dan 30% komponen proses.
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Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam REA-K/L sesuai
formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena
perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan
capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).

2. Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi
bahwra minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar
-20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan
transformasi skala nilai efisiensi (ME) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan
reward atas usaha efisiensi.

3. Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah
kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal
dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA.
Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per
triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan
memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi
hasil perhitungan negatif (minus).

4. Penyerapan Anggaran Atas Pagu MNetto, adalah realisasi anggaran atas belanja
barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-
K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri
Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).

3. Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat wakiu dibagi dengan seluruh
SPM LS Non Belanja Pegawai.

6. Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditien Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan rasio data kontrak tepat wakiu terhadap seluruh data kontrak yang
disampaikan ke KPPN.

7. Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditien Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan jumiah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.

8. Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditien Perbendaharaan,
dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat wakiu terhadap seluruh Renkas
yang disampaikan ke KPPN.

9. Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dar Ditien Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke
KPPMN.

10. Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dar Ditien Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan KJ/L.

11. Retur SP20, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan
membandingkan jumiah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit.

12. Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).
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13. Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perhendaharaén’./dihitung
berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.
14. Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung

berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini bertujuan untuk mengukur

optimalisasi pengelolaan anggaran.

Tabel 3.18.1 Tabel Capaian IKU Anggaran 2019
KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
SATKER KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
Per Tanggal 31 Desember 2019

Unsur Kualitas Bobot KE:E::M Capaian
Pelaksanaan Anggaran (b) ) (d) = (a)xic)
Capaian Keluaran 109,76% 30% 30% 32.93%
Efisiensi 98,36% 15% 15% 14,75%
:;’;";:“ﬂ‘;"::t‘t“f“““" 100,00% 15% 15% 15,00%
Kensistensi 94 16% 10% 10% 9.42%
Penyelesaian Tagihan 100,00% 4% 4% 4 00%
Data Kontrak 100,00% 3% 3% 3,00%
Pengelolaan UP 96,00% 4% 4% 3,84%
Perencanaan Kas 0.00% 2% 0% 0,00%
Penyampaian LPJ 100,00% 2% 2% 2,00%
Pengembalian SPM 90,00% 3% 3% 270%
Retur SP2D 99, 56% 3% 3% 2.99%
Revisi DIPA 100,00% 5% 5% 5,00%
Pagu Minus 100,00% 2% 2% 2,00%
Dispensasi SPM 100,00% 2% 2% 2,00%
Realisasi IKU 99,62%
Target IKU 98%
Indeks 101,66

Tabel 3.18.2 Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2019

Realisasi IKU a1 Q2 sd0Q2 Q3 sda3 o4 s.d. 04

Kualitas

L ELEELEE LI oF 00% | 06,00% | 97,95% | 97.84% | 97.91% | 101.66% | 98.85%
Anggaran
Targst 85% 95% 85% 95%
Capaian IKU 104,20 103,10 103,06 104,05
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Tabel 3.18.3 Perbandingan Realizasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun
2017 s.d. 2019

IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2017 2018 2019
Realisasi 102,82% | 92,65% | 98,85%
25%. B85% 05%

108,23 97,52 104,05

Berdasarkan tabel di atas, Kantor Wilayah DJBEC Kalimantan Bagian Timur pada
tahun 2017 dan tahun 2019 dapat memenuhi target indeks yang telah ditetapkan,
tetapi pada tahun 2018 tidak dapat memenuhi target indeks yang telah ditetapkan.

Hal yang menyebabkan target indeks tahun 2018 tidak terpenuhi yaitu kurang
terpenuninya indikator konsistensi. Kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan
pelaksanaannya, sehingga menyebabkan realizasi tidak sesual dengan Rencana
Penarikan Dana (RPD). Atas hal tersebut, maka persentase indikator konsistensi
berada pada angka 60,33% dengan bobot 17% sehingga hasil capaian indikator
konsistensi hanya sebesar 10,26%.

Pada tahun 2019, capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat melebihi
target indeks. Hal tersebut dikarenakan seluruh indikator dalam komponen penilaian
Kualitaz Pelaksanaan Anggaran tercapai dengan baik yaitu terealisasi sebesar
99,62%.

C. Realisasi Anggaran
Perencanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan prinsip Penganggaran
Berbasis Kinega (PBK) dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif merupakan
salah satu penunjang utama tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan Kantor Wilayah
DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam Tahun Anggaran 2019 dibiayai dari belanja rutin
yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2019.

Tabel 3.19.1 Tabel Pendanaan Kegiatan Tahun 2019

Pagu
Anggaran
(Rp)

Realisasi
{Rp)

Jenis Belanja

Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Belanja Pegawai 4 666.280.000 | 4.650.442 198 | 09.85% 6.837.802
Belanja Barang 4 803.724.000 | 4.696.785.224 | 07.77% | 106.938.776 | 2.23%
Belanja Modal L1 0| 0,00% 0| 0,00%
Jumlah 9.470.004.000 | 9.356.227.422 | 08.B0% | 113.776.578 | 1.20%
Sumber: Lpj Bendahara Pengeluaran Kamwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
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Tabel 3.19.2 Tabel Perbandingan Realizasi Anggaran Tahun 2018 s.d. 2019

2018 2018
Jenis Belanja = —— < "
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Pagu (Rp) Realisasi
(Rp)
1. | Belanja Pegawai | 4.152.04B.000 | 4.096.042.080 | 4.666.2280.000 | 4.659.442.108
) 5.160.184.000 | 4.667.906.190 | 4.803.724.000 | 4.606.TA5. 224
2. | Belanja Barang

3. | Belania Modal 1.368.448.000 | 1.323.125.540 0 0
Jumilah 10.680.680.000 | 10.087.073.819 | 9.470.004.000 | 0.356.227 422
k] B94.44% 98.80%

Tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur telah mengalami peningkatan persentase realisasi anggaran
yang dilaksanakan dari tahun 2018 ke tahun 2019,

Total realisasiipenyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019 adalah Rp.
9.356.227 422,00 (98,80%) dari total alokasi DIPA Dengan Realisasi per Mata Anggaran
Kegiatan pada tahun 2019 adalah sebagai berkut:

sebesar

Tabel 3.19.3 Tabel Realizasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019

Uraian Pagu (Rp) Rﬁﬂ';’? ! Re?:!.,:f.;ﬂm
511111 | Belanja Gaii Pokok PNS 3.248.900.000 | 3.248.771.920 | 99,99%
311119 gzl;nja Pembulatan Gaji £9.000 61557 | 8a.21%
1A | Bulanys Turj. Suamiishs 192.989.000 | 192.987.460 | 99,99%
511122 E:gnja Tunj. Anak PNS 57.508.000| 57.505410| 99.99%
511123 | Belanja Tunj. Stukiural PNS | 259 180,000 | 259.120.000 | 99.98%
511125 | Belanja Tunj. PPh PNS 178,000 6174301 | 90.97%
311126 | Belanja Tunj. Beras PNS 155.202.000 | 155.051.220 | 99,90%
SNSEIES | EEng L Tang Shasan Py 562.220.000 | 557.697.250 | 99,19%
el e e e 149.802.000 | 149.605.000 | 99,86%
512211 | Belanja Uang Lembur 34234000| 32448000 | 9478%
SEBRNN | Batanm fapaisan 1.069.537.000 | 1.045.144.151 | 97.71%

Perkantoran

>

Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
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Pagu (Rp)

Realisasi
(Rp)

Realisasi
‘I::..h}

321114 | Belanja Pengiriman Surat B
e L 49.000.000 | 46.348.502 | 9458%
521115 | Honor operasional satuan 137 760.000 137 760.000 | 100 oo™
kerja i ’ ) ) y
321119 | Belanja Barang Operasional
el 221.466.000 | 197.480.500 | 89,16%
SENEAS | Sk Earng FessadtEm 88.123.000| 86714.885| 98.40%
Barang Konsumsi T ’ ) '
521211 | Belanja Bahan 26.780.000 24907250 | 93,00%
921219 | Belanja Barang Non 94170000 | 78.629.182 | 8349%
Operasional Lainnya o ’ ) '
321832 | Belanja Barang Persediaan 16.000.000 15.030.923 | 9394%
Lainnya ’ ’ ’ ) '
522111 | Belanja Langganan Listrik 297.200.000 | 297.020.258 | ©9.93%
522112 | Belanja Langganan Telepon 44815000 43617784 | 9732%
522113 | Belanja Langganan Air 29000000 | 28112623 | 96.94%
522141 | Belanja Sewa 157.300.000 | 135952310 | 86.42%
J£3111 | Belanja Pemelinssaan 215981.000 | 214.779.481 | 99.44%
Gedung dan Bangunan
923112 | Balanja Harang Pesediaan 14280000 | 13974220 97,79%
Gedung dan Bangunan i ’ . '
J£3121 | Belenjs Pemelinaraan 784.180.000 | 769.266.559 | 98,09%
Peralatan dan Mesin ) ’ ’ . '
SOREE| Belovin Pewmbimman 35.200.000 | 35.152.400 | 99,86%
Jaringan ; ) ) ) '
GERAbE E;':;“"' s s 1.522.923.000 | 1.503.457.216 | 98.72%
Jumlah 0.470.004.000 0.356.227 422 098 80%

Secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA 2019 telah digunakan untuk

mendukung kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dapat

dikategorikan baik. Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip

pelaporan keuangan yang lazim dan metode penyajian data keuangan telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019
merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah
DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah
DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2019 yang tercermin dalam capaian
IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur serta merupakan
realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2019 yang mengaju kepada
Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2015-2019.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai salah satu unsur
Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis
Balanced Scorecard sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor 19/BC2010 temtang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan
pada indikator utama yang telah diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis.
Sasaran Strategis (S5) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa
kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi
organizasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur telah ditetapkan 12 {dua belas) Sasaran Strategis (55) dan 18 (delapan belas) Indikator
Kinera Utama (IKL) yang merupakan perfanjian kinerja’kontrak kinerja antara Kepala Kantor
Wilayah DJBEC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun
2018,

Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur pada tahun 2019 dapat tercapai dengan baik, sesuai dalam perjanjian kinerja’kontrak
kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019.

Terkait dengan kendala-kendala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
dalam tahun 2019 dipandang perlu melaksanakan langkah-langkah antisipatif yang meliputi:

Penentuan target berdasarkan analisa

Pergerakan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh
Memanfaatkan DOKPPN secara efisien

Memanfaatkan hubungan/koordinasi dengan aparat penegak hukum lain

ook WM

Menjalin hubungan secara intens dengan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur

6. Melakukan kerjasama informasi dengan satker lainnya di internal DJBC maupun satker
lain di lingkungan Kementerian Keuangan

?3)
Kanwil DJIBC Kalimantan Bagian Timur
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7. Pergérakan pengawasan dilakukan dengan targefting.

Akhimya dengan disusunnya LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
Tahun Anggaran 2019 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada
pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC pada umumnya dan
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada khususnya sehingga dapat menjadi
umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk
merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berkutnya.

74
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Lampiran
Lampiran |

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 27/BC/2019
KEPALA KANTOR WILAYAH DJRC
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019

Pernyataan Kesanggupan

Dalar melsksarakan tugns sebagai Kepals Kantor Wilsyah DfBC Kalimantan Bagran Timar,

1. Mslaksanakan tugas dan fungsi denpan perah kesungguion untuk menopai target kimeTia
sebagaimana tercangum dalam Korrak Kinera ini

2 Bersedia unfuk dilakukan evabsss] ates capatan kinerja kapangurn diperluban

3. Mererima segala korsckoens] st capatan kinerja sesmi dengan peraberan yang berlako.

Kanwil DJIBC Kalimantan Bagian Timur
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LAPORAN KINERJA

FERJAN]IAN KINER]JA TAHUN 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH D]BC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIL
KEMENTERIAN KEUANGAN

1 | Kelancaran aras barang 1P  Waktu penyelesaian proses 125 hari
diary pembstrian fadikibas kepabeansn
er.ulwmuu. dan cukas
yang efekiif
2 | Pemegnkan hukum yang 2a-CF  Perseniase hasil penyidiksn yang %
ehektf telab diryatakan lengkap oleh
lfakesaan (P21 |
2P Porsentase keberhasilan pengawasan | %
pereidaran Barang Kena Cukai ilegal
3 | Pererimaan negara di Ja-CP Persentase realisasi penevimaan bea 100%
seiior kepabearan dan dan cubd
cukai yang optimal
i | Kepuasan penggura da-N Incleks kepuasan pengguna jss 4,35
layamsn yarg tinggl skl 5)
5 | Kepatuabdn perjpinans 50-CF  Persémtase kepatuhan importic BD%
layaman Fang bngel atas
peraturan kepabeanan
olam cubai Shei Perseninse piutang ben dan cubad S03%
wang diselessikan
6 | Aralisie perumrusan 6a-N Indeks penyelesaian kajian & bidang 3
kebdjakan yang optienal kepabeann dan cukng fakada 4)
7| Komuandkasi dan edukasi | Ta-N Indeks eektivitas komunikas dan &3
l yang efekif edubcasi (akala 100}
8 | Peninghkntan efektivitas Ba.CP  Persentnse tindak lanjut temuan 9% |
pengawassn kepabeanan pelanggaran kepabeanan dan culkai
dan cukai
81 Perseninse efekbivitas patrodi Laut | % |
9 | Pengendalian et yang | %a-N Rata-rata persentase Bnghat LT
optimal efektivitas monitoring dan
pengawasan kepatuhan internal
I
| b=l Perpentase kirulak banjut 6%
| rekomendaesi hasil audil Aparat |

Pengawas Fungsional

Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur
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",
,
Sasaran Prograny o
Indikator Kinerja
Gc-M Pemsentmse efektivitns implementasi %
TRATRAFETIET Pty
10 | SDM yang kompeten I0a-N  Persentase peninghatan kompetensi %
pegawal
11 | Organisasi yang fit for 11a-M  Pesentase efektivitas Dialog Kinerja 0%
fully i Dhganasasi
12 | Pengelolaan anggaran 12a-N  Persentase kaalstas pelaksansan %
¥ang berkualitas | Al LATAN
Kegiatan Anggaran
Pembinaan Poryelenggnraan R 8552124000,

Kepabeanan dan Ciakai di Dasrah

'4.[:3:1.«.15 Jaruari NS
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Eantor Wilayah DIBC
Kalimantar Bagriam Tirmur,

- 4

Hena Parmbnsd
MIP 19700217 19851

fRLmu'r' Hadi
10m MTP 13650424 193912 1 D02

77
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RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBEC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019

1 Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukal yamg efektif

la-CT" | Wakiu penyelesalan 1.5 123 1.25 1.5 L35 | 115 125 hari
proses kepabeanan bari hari haarl bary hari Pl

F Pemegakan hukum yang efelctif

22.CF | Persentaso Pusil |
penyidikan yang telah
dinyalakan lengkap aleh
ksjaksaan (FI1)

% 0% 0% e S0 0% | %

I8CF | Persenbtose kebwerhasilan

. red -
pergmeienpoee e | ogan | son | sow | em | en | mw | ms |

Baramg Kema Culeni |
| ilegal J

3 | Penerimaan negara di scktor kepabeanan dan cukai yang optinal

Ja-LP | Persenitase realisas | [
| penerimaan bea dan 214B% | 4595% | 4595%  7313% | 7RLI13%E 100% T00%.
rulkal |

4 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
. T T I I
da-N Irileks kepuasan | 475
: i - - . . 435
PEREEEn jask | (skala 5)
|

] Kepatuhan pengguana lavanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cakai

5a-CT | Persentsse lepahsham

isportin

a0% Bk | BO% BD% B0% | BO% | 8O0%

BN Parseniase platang bea
dam cukai yang 5% H% 48% BE % BRY 0% 2.3%
ifisrlesa tkan |

h Analisis perumusan kebijakan yang optimal
ta-N | Indeks penyelesaian l | 5
kajian di bidang - | 1 2 2 3 g
LT
kepabeanan dan cukai kg

78
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K

SSTKEL

Ba-CF

Komumikas) dan cdukasi vang efekhif

Indeks efekbivitas
komunikasi dan edukas

&5

]

RS

Penimghkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai

Persentase tindak larjut
temmean pelanggaran
hn‘|hl'hrnﬁ.nn clar cukad

Parsentase efekiivitas
patrodi laut

0%

Pengendalian mutu yang optimal

0%

%

&%

%

£l

E0%

9%

E

B5
(Slala
1Ty

2%

0%

Ob-M

Rata-rats persentase

| inghal efektivitas

moniloring dan
péngawasan kepatuban
internal

Persenimse tindak lanjut
rekomendasi hagl andit
Aparat Pengawas
|'|.||1H_‘|||'I|||I

0%

10a-N

11

11a-N

Persertase eleklavidas
implementasi
sranafEeen ke

SDM yang kamprten

Persenitase peringlkatam
kompetensi pegwai

Ohrganisasi yang fit for p
Persentase efektivitns
Dhalog Kinerja
Organisssi

%

]

%

20%

0%

E ]

%

e

60%

0%

%

&%

0%

TE%

%

%

|54=;I

EE%

6%

WE
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Kode Targel
G 55 dan 1KLL

S5IKU

12 Pengelolaan anggaran yang berkualibas

12a-N | Persenmse kualits
pelaksaraan anggaran 5% 5% o5% B 95% 5% aa%

Jakarta A% Jaruari 2019
s yangg, dindlai,

NP 196904 24 196912 1 002

Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur
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INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKALI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019

Indilatar habpeul) Periidy Prnanpzung

Inisiatif Strategis
Kinerja Ulama i Pelaksanaan Jawah

Jakarta 2% Jaruari 1019
FN5 yang dinilai,

Hsman Had 7

MNP §SS00424 198912 1 002
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Sasaran Kerja Pegawai

Mo LPEJABAT PENILAI

1 | MNama Horu Pambudi

L FECGAWAL NEGERISIPIL YANG DINILA

MNama | Rusman Hadd

2 | NIF 19700211 198912 1 001 |

3 | Pangkat/ | Pembina Utama Madya / “I
Gol Ruang | [V/d

4 : ]di:ﬂl;ul : Dhrektur fenderal i

Dlirekiorar feruderal Bea dan
] Cukai

5 | Undt Kera

NIF i 19690424 158512 1 001

Panghkat/ | Pembina Utamra Muda/ ]

Gol Ruang | IV/c

Jabatan Kepala Kantor

Unit Kerjn | Kantor Wilayah DJBC Kalimartan I
Baxgriam Timur

TAR
IATAN TLGAS PUYECHE -
JABATAN KUANTITAS KUALITAS/
OUTFLT
Memenauhi konveni wakto peryelesaian
1 2 ‘. 100 12 bsilan -
proses kepaboanan
Menyelesaikan penyidikan sampad tehap
2 3 H % )X 1 i
; diryatakan lengkap oleh kejaksaan [F21) 1 100 12 bualan
5 Melakukan pengawasen peredaran . |
Rarang Kema Cukai ilegal | = . 7% . 100 12 bulan
Mencapai target penerimaan bea dan
4 -
calkad 100% LY 12 bulan (
— 4 ——T—— == |
425 |
3 | Memeruhi kepussan pengguna jasa 100 | 12 bulsn -
| [sk=ln 5)
b 1 — 1 {
& | Menyelesaikan piutang bea dan cukai 90,3% i o] 12 bauban, o
— . . |
Meningkathkan kepatahan importir At .
aturan kepabeanan dan cukad ook o 12 Lol . |
- - —1 1| ] |
3
Menyelesaikan kajian di bedang =
kepabeanan dan culkai (skala 4) 100 12 bulan
Menyelengparakan komunikasi dan 85
e ; - 100 12 buslan .
wxlulcas vang sfektil (skala 1007 [
Menindaklarguti emzan pelanggaran p— 100 i 2
kepabwanan dan cukad
11 | Melaksanakan patroli Lot yang efektif o 100 12 bulan
Melakiskan monstoning dan P asan | E
s kepatuban internal o e Tiiian )
= T -1
Menmndaklanjutl rekormendasi hasal audie
. o % 100 | 12baln

Aparat Pengawas Fungsonal

— S— |
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TARGET

I KEGIATAN TUGAS POEKDEK Y
TABAT AN v KUANTITASY ELUALITAS WARTU BIATA
ML

11 Mergimplementasikan manajemen risiko — 100 13 blan )
vang efektf

15 | Menanghkathan kompetensi pegawai i 160 12 bulsn -
Melaksanakan Dialog | Y [

1 u:'am o Kinerja COrpardesi 3 o i i ;
yang efekizf

7 Mt‘ﬂ:}?il penyerapan anggaran dan = 100 12 bulan | Rp 853 M

aatput belang |

I.J‘icarta.j.%" anuari X119

Pegatat Penilai, PG yang dirdlad,
o™~
™,
Y .:""'f \/
FHmru I"amh.lr_'! _IfRusrnu:. Hadi
NTP 15700211 198912 1 001 NIP 19600424 196912 1 002
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ADDENDUM KONTRAK KINERJA ’?’
NOMOR: 27A/BC/2019 >

Pada hari ind, telah disepakati adanva sdimden ates Kontrak k_ﬁ-p:-;ia SO
I7FBC /2019 taneggead 23 farmari 2019, dengan rincian !cl:u.s;u'. berikuet

PFenambahan Indikator Kinerja Lama

55 danm TKL

Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif

| Persentase
inisiatif peninghatan
devisa hasil ehspor

Jakarta, @0 Juli 3N9

Direlctar Jerderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah [HBC
Kalimantan Bagian Timur,

—_
/- \"/J ;
Hers Pambaudi Rusman Hads
NIP 19700211 198912 1 00 MIP 19690424 196912 1 002
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Unit Organisasi

Tahun Anggaran

LAPORAN KINERJA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

: 2019

MNo. Sasaran Strategis

(1) (2)

Indikator Kinerja

(3)

: Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Lampiran Il

Realisasi

(3)

Walkt lesai
sy e A 125hari | 034hari | 120%
barang dan proses kepabeanan
1 pemberian fasilitas Persentase implementasi
kepabeanan dan inisiatif peningkatan 80% 02 5% 115,63%
cukai yang efektif devisa hasil ekspor
Persentase hasil
Ef’"y'f;::” T'E"the'am“ o 70% 90% 120%
, | Penegakan hukum R A
yang efektif kejaksaan (P21)
Persentase keberhasilan
pengawasan peredaran T0% 93.74% 120%
Barang Kena Cukai ilegal
Penerimaan negara
3 di sekior Perse!'ﬁase realisasi . 100% 96 52% 96 52%
kepabeanan dan penerimaan bea dan cukai
cukai yang optimal
Kepuasan pengguna | Indeks kepuasan 425 4,16
4 R ) 97 .88%
layanan yang tinggi | pengguna jasa (skala 5} (skala 5)
Hapaiuhan Kepatuhan importir 80% 9169% | 114,61%
pengguna layanan
5 yangmh ngQ shas Persentase piutang bea
P dan cukai yang a0,3% 100% | 110,74%
kepabeanan dan ) ]
) diselesaikan
cukai
Analisis perumusan | Indeks penyelesaian 3
6 kebijakan yang kajian di bidang (skala 4) 4 120%
optimal kepabeanan dan cukai
Komunikasi dan Indeks efektivitas 85
y edukasi yang efektif | komunikasi dan edukasi (zkala 100) o721 H14,30%
Peningkatan Persentase tindak lanjut
8 efektivitas temuan pelanggaran 92% 100% 108.70%
pengawasan kepabeanan dan cukai

>
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Sasaran Strategis

(2)

LAPORAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3]

Target

(4)

Realisasi

(3}

kepabeanan dan Persentase efekfivitas
. T0% 81,86% 116.94%
cukai patroli laut
Rata-rata persentase
tingkat efektivitas
monitoring dan 86% 100% 116.28%
pengawasan kepatuhan
internal
Pengendalian mutu | Persentase tindak lanjut
a yvang optimal rekomendasi hasil audit
76% 100% 120%
Aparat Pengawas
Fungsicnal
Persentase efektivitas
implementasi manajemen T9% 97 .58% 120%
risiko
SDM P ta ingkata
10 Y SRR pogran 70% 95,83% | 120%
kompeten kompetensi pegawai
1 Organisasi yang fif Pgrsentqse gfektlvltag . 90% 100% 111.41%
for puwrpose Dialog Kinerja Organisasi
Pengelolaan ;
12 | anggaran yang PEIFSEZ”ESE huaiiss 95% 98,85% | 104,05%
berkualitas pelaksanaan anggaran

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019

Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

: Rp9.470.004.000,00

: Rp9.396.227.422,00
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